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GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA KELOLA,

RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang bahwa penambahan jumlah Badan Layanan Umum Daerah

Sekolah Menengah Kejuruan mengakibatkan Peraturan Gubernur

Bengkulu Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola,

Rencana Strategis Dan Standar Pelayanan Minimal Badan

Layanan Umum Daerah Bidang Pendidikan perlu disesuaikan

dengan kondisi perkembangan saat ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun

2023 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan Standar

Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Bidang

Pendidikan;

Mengingat Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Propinsi Bengkulu (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1967 Nornor 19, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2828) ;
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3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 246, Tambahan l£mbaran Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 430 1) ;

Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 202 1 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1

Nomor 246, Tambahan l£mbaran Negara Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan

Peraturan Perundang-undangan (l£mbaran Negara Republik

Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan l£mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2022 Nomor 143, Tambahan l£mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
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Lembaran Negara Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

(l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

, Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Badan Layanan Umum (I,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l£mbaran Negara Nomor

5340) ;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (l£mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan l£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817) ;

12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan l£mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 202 1 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 87, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6762) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor IOO Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

, Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 –

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal

Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

677)
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MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH BIDANG PENDIDIKAN.

Menetapkan

Pasa1 1

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor

33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Dan

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah

Bidang Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023

Nomor 33) diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dad peraturan Gubernur
Ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 April 2026
GUBERNUR BENGKULU,

Ttd

Diundangkan di Bengkulu

pada Tanggal 2 April 2026

SEKRBFARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

Tt,i

H. HELMI HASAN

H. HERWAN ANTONI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sespai dengan aslinya
.Pltt<EPAL.A BIRO HUKUM

M.S
Pi k.I IV/b

NIP. 19721023 199703 1 004
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LAMPIRAN  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR BENGKULU NOMOR 33 

TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA 

KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG 

PENDIDIKAN. 

 

A. RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINISI BENGKULU. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan 

penyelenggaraan negara adalah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. 

Besarnya jumlah penduduk Indonesia sebesar 267 juta (Bapenas, 2018) 

dapat menjadi modal besar dalam pembangunan dengan syarat jumlah 

penduduk yang besar ini dapat dikelola semaksimal mungkin agar menjadi 

aset   dalam penyelenggaraan pembangunan. 

Upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas 

dapat dilakukan dengan pendidikan. Semakin baik pendidikan yang dapat 

dinikmati oleh penduduk Indonesia akan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatan kualitas sumber daya 

manusia.  

Penyelenggaran pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur dalam 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

pada Pasal 24 dijelaskan bahwa Standar Proses  Pembelajaran 

dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Standar Proses Pendidikan Menengah 

Kejuruan (PMK) dikembangkan mengacu Standar Kompetensi Lulusan PMK 

dan Standar Isi PMK. 

Proses pembelajaran pada Pendidikan Menengah Kejuruan (PMK) 

diarahkan untuk mencapai tujuan yang dikembangkan PMK berdasarkan 

profil lulusan yaitu: (1) beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur; (2) 

memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara 

berkelanjutan; (3) menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta 

memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (4) memiliki 

kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya baik untuk 

bekerja pada pihak lain (Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pengembangan 

SMK Rujukan 2019, h.1). Program peningkatan mutu SMK ini sejalan 

dengan harapan presiden Republik Indonesia dimana Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) seringkali berpesan agar pemerintah fokus menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas sehingga Indonesia bisa 

melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dengan 

negara-negara lain.  

Berdasarkan pada potensi wilayah dan masyarakat provinsi Bengkulu, 

maka Kepala Sekolah yang didukung oleh Wakil Kepala Sekolah, Ketua 

Program Keahlian (KPK) dan warga sekolah  memiliki  kepedulian untuk 

membangun dan menyiapkan sumber daya manusia di provinsi Bengkulu 

melalui pembuatan kurikulum operasional sekolah (KOS) dengan konsep 

penerapan merdeka belajar, penerapan profil pelajar pancasila dan budaya 

kerja industri. Semua SMK Negeri di Provinsi Bengkulu mencoba 

mengangkat potensi keunggulan lokal yang ada di Kabupaten/Kota 

Bengkulu.  Melalui kurikulum operasional sekolah, segenap civitas 

akademika SMK Negeri di Bengkulu berupaya mewujudkan semua sumber 

daya manusia yang ada di SMK menjadi SDM yang tangguh, mandiri, 

inovatif,  profesional  sesuai dengan bidang keahliannya. Upaya yang untuk 

mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menyelenggarakan pendidikan 

yang memiliki outcome pada produk baik itu fisik ataupun non-fisik untuk 

membantu masyarakat dan  daerah Bengkulu sebagai hasil pembelajaran. 

Upaya perwujudan peningkatan mutu pendidikan SMK dapat dilakukan 

dengan perubahan kurikulum dan pembelajaran berbasis proyek seperti 
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penerapan teaching factory, projek based learning maupun model 

pembelajaran lainnya guna menunjang terbentuknya SDM yang 

berkeunggulan. 

B. Pengertian Rencana Strategis 

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), rencana 

strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun 

untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan 

alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis 

bisnis. Rencana Strategis SMK Negeri Bengkulu memuat antara lain: 

1. Rencana pengembangan layanan. 

2. Strategi dan arah kebijakan. 

3. Rencana program dan kegiatan. 

4. Rencana keuangan. 

C. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis 

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana 

Strategis SMK BLUD SMK Negeri di Bengkulu diantaranya adalah: 

1. Sebagai Road Map / petunjuk dalam mengarahkan kebijakan alokasi 

sumberdaya untuk pencapaian Visi Organisasi SMK BLUD. 

2. Sebagai pedoman/alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan 

anggaran. 

3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staff 

(pegawai), meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan 

standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam Dokumen 

perencanaan. 

D. Dasar Hukum Rencana Strategis 

Beberapa peraturan/perundang-undangan yang digunakan sebagai 

dasar hukum disusunya rencana strategis SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

tahun 2023 s.d. 2027 sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6876); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322);raturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 

2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 

2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6762);; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1213; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 

Tata Kerja Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 

2). 
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9. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2023 tetang Pola tata 

Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan 

Layanan Umum Daerah Bidang Pendidikan (Berita Daerah Provinsi 

Bengkulu Tahun 2023 Nomor 33). 

E. Sistematika Penulisan 

Sitematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis sebagai berikut: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang  

B.  Pengertian Rencana Strategis   

C.  Tujuan Penyusunan Rencana Strategis   

D.  Dasar Hukum Rencana Strategis   

F.  Sistematika Penulisan 

BAB II   : GAMBARAN PELAYANAN SMK 

A. Gambaran Umum 

B. Gambaran Organisasi 

C. Kinerja Pelayanan 

Bab III  : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SMK 

A.  Identifikasi Masalah Layanan Sekolah Terhadap 

Masyarakat 

B.  Isu Strategis  

C.  Rencana Pengembangan Layanan  

Bab IV  :VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN 

A.  Visi SMK Negeri di Bengkulu  

B.  Misi SMK Negeri di Bengkulu  

C.  Tujuan (Rencana Pengembangan Layanan)  

D.  Sasaran (Rencana Pengembangan Layanan)  

E.  Strategi dan Arah Kebijakan   

Bab V   : PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KERANGKA 

    PENDANAAN 

A. Program Pengembangan  

B. Strategi dan Arah Kebijakan  

C. Rencana Keuangan 

Bab VI  : PENUTUP 

A. Kesimpulan  

B. Langkah-langkah Implementasi  

C. Harapan  
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BAB II 

GAMBARAN PELAYANAN 

A. Gambaran Umum 

1. Lokasi 

   Secara geografis SMK Negeri di Provinsi Bengkulu berada 

sepanjang pantai selatan Sumatera mulai Kabupaten Kaur, 

Bengkulu Selatan, Seluma, Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, 

Bengkulu Utara, Mukomuko dan beberapa kabupaten yang berada 

diwilayah pegunungan/bukit barisan seperti kabupaten Kepahyang, 

Rejang Lebong dan Lebong. Pengembangan SMK di provinsi 

Bengkulu sangat perlu dilakukan karena luas wilayah dan jumlah 

penduduk yang cukup banyak. Luas wilayah provinsi bengkulu lebih 

kurang 20.130,21 kilometer persegi[1]. Berdasarkan data Provinsi 

Bengkulu dalam angka 2025 disebutkan bahwa jumlah penduduk 

pada awal 2025 sebanyak 2.138.000[2]. Jumlah penduduk usia 

sekolah dari umur 5 tahun s.d. 19 tahun 

(TK/SD/SMP/SMA/SMK/MA sederajat) sebanyak 519.807[3]. 

 SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu sesuai dengan 

Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan 

mempunyai tujuan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang 

memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia 

usaha/industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya 

dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni. 

2. Pelayanan SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

Jenis pelayanan yang akan ditawarkan oleh SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu adalah sebagai berikut: 

a. Pelayanan pendidikan kejuruan; 

b. Produk hasil pembelajaran teaching factory berbentuk barang/jasa 

oleh masing-masing SMK dengan bidang keahlian sbb: 

1. Teknologi Konstruksi dan Bangunan; 

2. Teknologi manufaktur dan rekayasa; 

3. Energi dan Pertambangan; 

4. Teknologi informasi; 

5. Kesehatan dan pekerjaan sosial; 

6. Agribisnis dan agriteknologi; 
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7. Kemaritiman; 

8. Bisnis dan Manajemen; 

9. Pariwisata; dan 

10. Seni dan ekonomi kreatif. 

c. Layanan penunjang, seperti: 

Pelatihan kompetensi teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-

masing SMK; 

d. Pemanfaatan aset seperti: 

1. Penyewaan ruang aula/lapangan, ruang labor/bengkel; 

2. Penyewaan kantin; 

3. Penyewaan peralatan praktik. 

B. Gambaran Organisasi 

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata 

hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab dan 

komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang 

pelayanan. Untuk menjalankan tugas dan fungsi BLUD SMK dengan baik.  

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD menjelaskan 

bahwa BLUD  bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih 

efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan 

praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan 

pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan 

kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Kepala daerah 

bertanggungjawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. 

Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan pemberian 

layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan. 

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tersebut, 

maka pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap kinerja umum 

operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD 

dalam pemberian layanan dan bertanggungjawab kepada kepala daerah. 

Pejabat keuangan dan teknis bertanggungjawab menyelenggarakan 

kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD dan bertanggungjawab kepada 

Pemimpin BLUD. Sumber daya manusia BLUD berasal dari pegawai 

negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor   

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, 

bahwa Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam 

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara 

pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar 

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tujuan pendidikan nasional. 

BLUD diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan 

pelayanan pendidikan bagi peserta didik dan dapat memuaskan 

masyarakat[4]. 

1. Struktur Organisasi. 

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tersebut, 

maka sumber daya manusia yang digunakan pada struktur BLUD di 

SMK Negeri di Provinsi Bengkulu terdiri atas:  

a. Pemimpin BLUD SMK adalah Kepala Sekolah. 

b. Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

c. Pejabat teknis adalah Wakil Kepala Sekolah/pejabat teknis lain 

yang setingkat. 

Pejabat Pengelola BLUD SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu 

diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Bengkulu. Pemimpin 

BLUD SMK bertanggung jawab terhadap Gubernur, sedangkan 

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis lainnya bertanggung jawab 

kepada Pemimpin BLUD SMK Negeri Bengkulu. 
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STRUKTUR ORGANISASI BLUD SMK NEGERI DI PROVINSI BENGKULU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Bagan Struktur Organisasi BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu. 

 

2. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUD SMK. 

Berdasarkan gambar 1 tentang Bagan Struktur Organisasi 

BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu seperti tersebut di atas, maka 

struktur organisasi BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu terdiri 

dari: 

a. Pemimpin BLUD SMK dijabat oleh Kepala SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu. 

b. Pejabat Keuangan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 

c. Pejabat teknis dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah dan pejabat 

teknis lainnya yang terdiri dari: 

Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik; Wakil Kepala Sekolah 

Bidang Sarana dan Prasarana; Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kesiswaan dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan 

Masyarakat (Humas)/ Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional (guru atau 

pustakawan) pada masing-masing Wakil Kepala Sekolah. 
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Perubahan lainnya dari struktur organisasi BLUD SMK Negeri 

di Provinsi Bengkulu yang perlu disesuaikan dengan ketentuan 

dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut: 

1) Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan 

nomenklatur pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, sebagai 

berikut: 

a) Kepala SMK sebagai Pemimpin BLUD; 

b) Pejabat Keuangan direpresentasikan dengan jabatan Kepala 

Subbagian Tata Usaha atau fungsional Tata Usaha; dan 

c) Pejabat Teknis direpresentasikan dengan jabatan wakil 

kepala sekolah atau yang setara atau ketua program 

keahlian. 

2) Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal 

(SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan 

pengendalian internal SMK terhadap kinerja pelayanan, 

keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam 

menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat. Satuan Pengawas 

Internal dapat direpresentasikan dengan Tim Manajemen Mutu 

SMK atau pihak luar sekolah yang menguasai bidang 

manajemen dan keuangan. 

3) Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan 

BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi, dan pelaporan. 

4) Pembina dan pengawas terdiri dari: 

a) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan  

Pembina teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Bengkulu sedangkan pembina keuangan adalah Kepala 

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 

Provinsi Bengkulu. 

b) Satuan Pengawas Internal  

Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah 

pemimpin BLUD. 

c) Dewan Pengawas  

Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu  telah memenuhi persyaratan 

tentang Dewan Pengawas yaitu: 
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(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) 

orang apabila: 

(a) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi 

Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar 

Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar) sampai dengan 

Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar); atau 

(b) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir 

sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar) 

sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar) 

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) 

orang apabila: 

(a) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi 

anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari 

Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar); atau 

(b) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih 

besar dari Rp.500,000,000,000,- (Lima Ratus Miliar), 

3.  Tata Laksana 

Dewan Pengawas SMK Negeri di Provinsi Bengkulu adalah 

satuan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan, 

pengawasan, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD 

yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan 

Pimpinan Daerah. 

a. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas. 

1) Keanggotaan Dewan Pengawas. 

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang 

dapat terdiri dari unsur-unsur: 

a) 1 (satu) orang pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Bengkulu yang membidangi SMK; 

b) (1 (satu) orang pejabat Pendapatan, Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah; 

c) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan 

BLUD SMK.  

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) 

orang dapat terdiri dari unsur-unsur: 
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a) 2 (dua) orang pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Bengkulu yang membidangi SMK; 

b) 2 (dua) orang pejabat Pendapatan, Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah; 

c) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan 

BLUD SMK. Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga 

profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas, 

fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD SMK Negeri di 

Provinsi  Bengkulu. 

2) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota 

Dewan Pengawas pada 3 (tiga) atau lebih BLUD SMK. 

3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah 

pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD SMK Negeri di 

Provinsi  Bengkulu. 

4) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan 

Pengawas, yaitu: 

a) Sehat jasmani dan rohani; 

b) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, 

pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang 

tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; 

c) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

d) Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi 

BLUD; 

e) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 

tugasnya; 

f) Berijazah paling rendah S-1; 

g) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; 

h) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, 

atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan 

badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit; 

(1) Tidak sedang menjalani sangsi pidana; dan 

(2) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon 

kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, 

dan/atau calon anggota legislatif. 

5) Masa Jabatan Dewan Pengawas 
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a) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 

selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali 

untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila 

belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 

b) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah 

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan 

Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat 

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. 

c) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh 

Gubernur Bengkulu  karena: 

(1) Meninggal dunia; 

(2) Masa jabatan berakhir; 

(3) Diberhentikan sewaktu-waktu. 

d) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) hurup c, karena: 

(1) Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik; 

(2) Tidak melaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

(3) Terlibat dalam tindakan yang merugikan SMK 

Negeri di Provinsi  Bengkulu; 

(4) Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 

(5) Mengundurkan diri; 

(6) Terlibat dalam tindakan kecurangan yang 

mengakibatkan kerugian pada BLUD SMK, 

pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. 

6) Sekretaris Dewan Pengawas 

a) Gubernur Bengkulu dapat mengangkat Sekretaris 

Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas 

Dewan Pengawas.  

b) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota 

Dewan Pengawas. 

7) Biaya Dewan Pengawas 

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan 
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Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD SMK 

Negeri di Provinsi  Bengkulu dan dimuat dalam Rencana 

Bisnis Anggaran. 

8) Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas. 

Dewan pengawas memiliki tugas: 

a) Memantau perkembangan kegiatan BLUD SMK Negeri 

Bengkulu; 

b) Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan 

BLUD SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu dan memberikan 

rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti 

oleh Pejabat Pengelola BLUD SMK Negeri di Provinsi  

Bengkulu; 

c) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian 

kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal 

pemerintah; 

d) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya;  

e) Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur 

mengenai: 

1) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh 

Pejabat Pengelola BLUD SMK Negeri di Provinsi  

Bengkulu; 

2) Permasalahan yang menjadi kendala dalam 

pengelolaan BLUD SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu; 

dan 

3) Kinerja BLUD SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu. 

f) Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit 

meliputi: 

1) Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan 

yang diberikan (rentabilitas); 

2) Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); 

3) Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan  

4) Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk 

membiayai pengeluaran. 

g) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit 

berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal 

pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan; 
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h) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada 

Pimpinan Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) 

kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika 

diperlukan. 

b.  Manajemen Kepegawaian 

Pejabat pengelola dan pegawai BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau tenaga 

profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu. Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat 

pengelola dan pegawai BLUD SMK yang berasal dari PNS disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat 

pengelola dan pegawai BLUD SMK yang berasal dari non-PNS dapat 

dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu yang berasal dari non-PNS dilakukan berdasarkan 

pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat.  

1. Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah 

pada SKPD induknya. Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu dalam hal ini adalah Kepala SMK Negeri di Provinsi  

Bengkulu, Kepala Bagian Tata Usaha BLUD SMK Negeri di 

Provinsi  Bengkulu wajib berasal dari PNS menjadi pejabat 

kuasa pengguna anggaran/barang daerah. Pengangkatan dan 

pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai   BLUD yang 

berasal dari non-PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan 

gubernur. 

Merujuk pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 6 ayat 

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 maka 

Kepala SMK Negeri di Provinsi Bengkulu bertindak sebagai 

Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

a) Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu. 
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1) Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu 

diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah; 

2) Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah; 

3) Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

4) Standar Kompetensi Pemimpin BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu sebagai berikut: 

(a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

(b) Berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1) 

dibidang Pendidikan dan diutamakan pernah 

mengikuti pelatihan manajerial kepala sekolah 

berbasis industri. 

(c) Sehat jasmani dan rohani. 

(d) Mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan 

dan mengawasi kegiatan SMK dengan seksama. 

(e) Mampu melakukan pengendalian terhadap tugas 

dan kegiatan SMK sedemikian rupa sehingga dapat 

berjalan secara lancar, efektif, efisien dan 

berkelanjutan. 

(f) Cakap menyusun kebijakan strategis SMK dalam 

meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada 

masyarakat. 

(g) Mampu merumuskan visi, misi, dan program SMK 

yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya 

meliputi: 

(1) Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak 

mulia insan SMK. 

(2) Penciptaan suasana SMK yang asri, aman, dan 

indah. 

(3) Peningkatan kualitas tenaga medis, paramedis 

dan non medis SMK. 

(4) Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan 

akuntabilitas program. 
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b) Fungsi Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018, Pemimpin BLUD 

mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum 

operasional dan keuangan di BLUD SMK Negeri di Provinsi  

Bengkulu. Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang SMK. 

Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri 

Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Barang sebagaimana 

tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79  

tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). 

c) Tugas Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

1) Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, 

mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan 

kegiatan BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu agar lebih 

efisien dan produktivitas; 

2) Merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu serta kewajiban lainnya 

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Kepala 

Daerah; 

3) Menyusun Rencana Strategis BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu; 

4) Menyiapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan 

Dokumen Bisnis Anggaran (DBA); 

5) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat 

teknis kepada pimpinan daerah sesuai dengan 

ketentuan; 

6) Menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan 

BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu selain pejabat yang 

telah ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan; 

7) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh pejabat 

keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas 

pengawasan internal, serta menyampaikan dan 

mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta 

https://jdih.bengkuluprov.go.id

https://jdih.bengkuluprov.go.id
https://jdih.bengkuluprov.go.id


 
 

keuangan BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu kepada 

Pimpinan daerah; 

8) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan daerah 

sesuai kewenangannya. 

2. Pejabat Keuangan BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

Pejabat keuangan yang dimaksud pada Pasal 10 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 adalah 

Pimpinan Sub Bagian Tata Usaha yang memiliki fungsi sebagai 

penanggung jawab keuangan SMK yang meliputi fungsi 

perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan 

pelaporan. 

1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan 

a) Pejabat Keuangan BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala 

Daerah; 

b) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin 

BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu; 

c) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu; 

d) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan 

Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil 

atau pegawai dengan perjanjian kontrak yang memenuhi 

persyaratan sebagai pengelola keuangan; 

e) Standard Kompetensi: 

(1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa; 

(2) Berijazah setidak-tidaknya S1/D4; 

(3) Sehat jasmani dan rohani; 

(4) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

(5) Mempunyai kemampuan melaksanakan 

administrasi kepegawaian; 

(6) Mempunyai kemampuan melaksanakan 

administrasi   perkantoran; 
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(7) Mempunyai kemampuan melaksanakan 

administrasi barang; 

(8) Mempunyai kemampuan melaksanakan 

administrasi sekolah; dan 

(9) Mempunyai kemampuan melaksanakan 

administrasi penyusunan program dan laporan. 

2) Tugas Pejabat Keuangan BLUD. 

Selain melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Sub 

Bagian Tata Usaha, Pejabat Keuangan BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu memiliki tugas sebagai berikut: 

a) Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; 

b) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis 

Anggaran (RBA) dan Dokumen Bisnis Anggaran (DBA); 

c) Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

d) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; 

e) Menyelenggarakan pengelolaan kas; 

f) Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi; 

g) Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah 

yang berada di bawah penguasaannya; 

h) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan Laporan 

keuangan; dan 

i) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan daerah 

dan/atau pemimpin BLUD sesuai dengan 

kewenangannya. 

3. Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

Pejabat teknis yang dimaksud pada Pasal 11 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, adalah Wakil 

Kepala Sekolah yang memiliki fungsi sebagai penanggung jawab 

teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. 

a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis 

b) Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Daerah; 

c) Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD; 

d) Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dapat 

terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai 
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pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan; 

e) Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dapat 

mengangkat Pejabat Teknis BLUD dari profesional lainnya 

sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan 

keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan 

produktif dalam meningkatkan pelayanan; 

f) Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu yang 

berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan 

secara kontrak atau tetap; 

g) Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dari 

tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan 

paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali 

untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika 

paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun; 

h) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD 

SMK Negeri di Provinsi Bengkulu yang berasal dari pegawai 

negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan perundangan-

undangan di bidang kepegawaian; dan 

i) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat 

Teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu ditetapkan 

berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang 

sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian 

yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu berupa pengetahuan, keterampilan dan 

sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. 

Kebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian 

antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan 

kemampuan keuangan BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu. 

4) Standar Kompetensi. 

a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 

b) Berijazah setidak-tidaknya D4/S1; 

c) Sehat jasmani dan rohani; 

d) Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

https://jdih.bengkuluprov.go.id

https://jdih.bengkuluprov.go.id
https://jdih.bengkuluprov.go.id


 
 

e) Menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan 

pelayanan SMK; 

f) Menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan 

dan standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya; 

dan 

g) Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu 

pelayanan SMK. 

5) Tugas Pejabat Teknis. 

 Pejabat Teknis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a) Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional 

dan pelayanan di unit kerjanya; 

b) Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan 

pelayanan berdasarkan RBA dan DBA; 

c) Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis 

operasional dan pelayanan di unit kerjanya; dan 

d) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan daerah 

dan atau pemimpin BLUD sesuai dengan 

kewenangannya. 

3. Satuan Pengawasan Intern (SPI) 

Pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dapat 

membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan 

aparat internal SMK untuk pengawasan dan pengendalian 

internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 

lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang 

sehat. 

Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua 

yang bertanggung jawab secara langsung di bawah Pemimpin 

BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu, dengan 

mempertimbangkan: 

a. Keseimbangan antara manfaat dan beban; 

b. Kompleksitas manajemen; dan 

c. Volume dan/atau jangkauan pelayanan. 

Satuan pengawasan internal terdiri dari tim audit bidang 

administrasi dan keuangan, tim audit bidang pelayanan 

Pendidikan (akademis, sarana prasarana, dan kesiswaan), tim 
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audit bidang pendidikan hubungan masyarakat dan dunia 

usaha serta pengelolaan SDM sesuai kebutuhan SMK. 

Satuan pengawasan internal melaksanakan audit secara 

rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan SMK meliputi 

bidang administrasi dan keuangan, dan bidang pelayanan 

pendidikan. 

a) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan 

Pengawas Internal: 

1) Sehat jasmani dan rohani; 

2) Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, 

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk 

memajukan dan mengembangkan BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu; 

3) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

4) Memahami tugas dan fungsi BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu; 

5) Memiliki pengalaman teknis pada BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu; 

6) Berijazah paling rendah S1 bidang Akuntansi 

/Manajemen/Ekonomi/Pendidikan; 

7) Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; 

8) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling 

tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar 

pertama kali; 

9) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 

yang merugikan keuangan negara atau keuangan 

daerah; 

10) Tidak sedang menjalani sangsi pidana; dan 

11) Mempunyai sikap independen dan obyektif. 

b) Fungsi Satuan Pengawas Internal 

1) Membantu pemimpin BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu dalam melakukan pengawasan internal SMK; 

2) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai 

sasaran SMK secara ekonomis, efisien, dan efektif; 

3) Membantu efektivitas penerapan pola tata kelola di SMK; 

dan 
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4) Menangani permasalahan yang berkaitan dengan 

indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) 

yang menimbulkan kerugian SMK sama dengan unit 

kerja terkait. 

c) Tugas Satuan Pengawasan Internal 

Tugas Satuan Pengawas Internal adalah membantu 

manajemen SMK Negeri di Provinsi Bengkulu untuk: 

1) Pengamanan harta kekayaan; 

2) Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; 

3) Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan 

4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam 

penerapan praktek bisnis yang sehat. 

d) Kewenangan Satuan Pengawas Internal 

1) Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas 

terhadap unit-unit kerja SMK, aktivitas, catatan-

catatan, Dokumen, personel, aset SMK, serta informasi 

relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan 

oleh pemimpin BLUD SMK; 

2) Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan 

teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai 

efektivitas sistem pengendalian internal; 

3) Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama 

dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit 

kerja yang diaudit; 

4) Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur 

Pejabat Pengelola SMK, tanggapan terhadap laporan, 

dan langkah-langkah perbaikan; 

5) Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai 

untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; dan 

6) Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam 

maupun luar SMK, sepanjang hal tersebut diperlukan 

dalam pelaksanaan tugasnya. 

4. Pegawai BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

a) Pegawai BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

melaksanakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD 

SMK Negeri di Provinsi Bengkulu; 
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b) Pegawai BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu berasal 

dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

c) Pegawai BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dapat 

diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan 

kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan 

berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif 

dalam meningkatkan pelayanan; dan 

d) Pegawai BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dari tenaga 

profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau 

tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan 

komposisi yang telah disetujui BPKAD. 

e) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD SMK Negeri 

di Provinsi Bengkulu berdasarkan kompetensi yaitu 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, 

kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai 

dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat. 

 

c.  Sumber Daya Manusia. 

Berikut ini adalah data peserta didik jenjang SMK, tenaga pendidik (Guru) 

kejuruan dan tenaga kependidikan (staf tata usaha) di SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu pada tahun pelajaran 2025/2026. 

1. Jumlah Peserta Didik 

Tabel 1: Jumlah Peserta Didik Jenjang SMK Provinsi  Bengkulu 

No Tingkat Jumlah (Orang) Keterangan 

1 X 8.550  

2 XI 8.092  

3 XII 7.631  

Jumlah Total 24.273  

  Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 

 

2. Jumlah Pendidik / Guru 

Tabel 2: Jumlah Guru Jenjang SMK Provinsi  Bengkulu 

No Jenis Guru Jumlah (Orang) Keterangan 

1 PNS 528  

2 PPPK 113  

3 GTT 383  

Jumlah Total 1.024  

  Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 
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3. Jumlah Tenaga Kependidikan (Tata Usaha) 

Tabel 3: Jumlah Staf Tata Usaha Jenjang SMK Provinsi  Bengkulu 

No Jenis Tata Usaha Jumlah (Orang) Keterangan 

1 ASN 81  

2 PPPK 2  

3 PTT 507  

Jumlah Total 590  

  Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 

 

d. Sumber Daya Keuangan. 

Sumber daya keuangan SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu saat ini berasal 

dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat, Dana Partisipasi Orang 

Tua dan Hibah.  

e.  Data Sarana dan Prasarana. 

Sarana dan prasarana SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu cukup lengkap 

dengan informasi data sarana dan prasarana sebagai berikut: 

Tabel 4: Data Sarana Jenjang SMK Provinsi  Bengkulu 

No Jenis Fasilitas Jumlah Keterangan 

1 Ruang KEPSEK 61   

2 Ruang WAKA 107   

3 Ruang Guru 77   

4 Ruang TU 64   

5 Ruang BK 62   

6 Ruang OSIS 57   

7 Ruang UKS 64   

8 Ruang Kelas 1.157   

9 RPS 400   

10 Meja Pegawai 3.819   

11 Kursi Pegawai 3.732   

12 Meja Belajar 30.390   

13 Kursi Belajar 30.482   

14 Papan Tulis 1.361   

15 Laptop 2.253   

16 Komputer 5.659   

17 Printer 918   

18 Scaner 185   

19 Proyektor 900   

20 Toilet/ WC 925   

21 Perpus 67   

22 Lab. Komp 106   

23 Lab. Fisika 39   

24 Lab. Biologi 33   

25 Lab. Kimia 44   
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No Jenis Fasilitas Jumlah Keterangan 

26 Pagar Depan 4.814   

27 Pagar Keliling 23.743   

28 Mushollah 63   

29 Aula 51   

30 Kursi Serbaguna 8.343   

Sumber:  Data Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 
Bengkulu Tahun 2024/2025. 

 

C.  Kinerja Pelayanan SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu. 

Tingkat capaian kinerja SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu berdasarkan 

sasaran/target renstra SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu untuk kurun waktu 

5 tahun (2024 s.d. 2028) dituangkan dalam tabel berikut: 

Tabel 5: Program Kegiatan BLUD SMK Provinsi  Bengkulu 

No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Rencana 

Pelaksa 
naan 

Keterca 

paian 
Sumber 
Dana 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Program peningkatan kompetensi 
softskill dan hardskill. 

Prosentase Ketercapaian 

Indikator 

Disesuai 

kan oleh 

BLUD 
SMK 

Disesu 

aikan 

oleh 
BLUD 
SMK 

APBN / 

APBD / 

BLUD 
SMK 

1.1 
Pelaksanaan pembelajaran melalui 
penerapan kurikulum operasional 
sekolah (KOS). 

Terlaksananya pembelajaran 
melalui penerapan kurikulum 
operasional sekolah (KOS) 

 
 

 

1.2 
Penerapan Projek Penguatan Profil 
Pelajar Pancasila  

Projek Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila diterapkan di BLUD 
SMK Negeri ProvinsiBengkulu 

 
 

 

1.3 
Mengoptimalkan tenaga pelayanan 
dengan panduan SOP Pelayanan. 

Penerapan pelayanan dengan 
panduan SOP Pelayanan.  

 
 

1.4 
Penerapan kebijakan daerah 
melalui perencanaan dan 
manajemen yang baik. 

Penerapan kebijakan daerah 
pada penyelenggaraan 
pembelajaran 

 
 

 

1.5 
Mengoptimalkan ketersediaan 
sarana penerapan Projek 
Penguatan Profil Pelajar Pancasila  

Tersedianya sarana penerapan 
Projek Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila  

 
 

 

1.6 
Mengoptimalkan keberadaan 
Projek Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila  

Projek Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila dilaksanakan diBLUD 
SMK.   

 
 

 

2. Membekali peserta didik dengan 
pengetahuan dan keterampilan 
kewirausahaan, penguasaan 
kompetensi sesuai bidang 
keahliannya serta berwawasan 
lingkungan untuk siap  kerja di 
era industri 4.0. 

Prosentase Ketercapaian 
Indikator 

   

2.1 Ketersediaan sarana pembelajaran 
berbasis kompetensi 

Tersedianya sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi 

   

2.2 Mengoptimalkan  guru untuk 
melaksanakan pembelajaran 

berbasis kompetensi dengan 
panduan SOP Pelayanan. 

Guru melaksanakan 
pembelajaran berbasis 

kompetensi dengan panduan 
SOP Pelayanan. 

   

2.3 Mengoptimalkan pemanfaatan  

sarana pembelajaran berbasis 
kompetensi yang sesuai dengan 
permintaan produk/jasa pelaku 
bisnis/pasaran. 

Adanya jadwal pemanfaatan  

sarana pembelajaran berbasis 
kompetensi yang sesuai dengan 
permintaan produk/jasa pelaku 
bisnis/pasaran. 

   

2.4 Mengoptimalkan guru-guru untuk 
melaksanakan pembelajaran  

berbasis kompetensi untuk 
menghasilkan produk hasil 
pembelajaran sesuai dengan 

permintaan pasar.  

Jadwal  guru-guru untuk 
melaksanakan pembelajaran  

berbasis kompetensi untuk 
menghasilkan produk hasil 
pembelajaran sesuai dengan 

permintaan pasar.  

   

2.5 Mengoptimalkan pelaksanaan 
kurikulum operasional sekolah  
(KOS) berbasis kompetensi.. 

Terlaksananya kurikulum 
operasional sekolah  (KOS) 
berbasis kompetensi. 

   

https://jdih.bengkuluprov.go.id

https://jdih.bengkuluprov.go.id
https://jdih.bengkuluprov.go.id


 
 

No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Rencana 
Pelaksa 
naan 

Keterca 
paian 

Sumber 
Dana 

2.6 Mengoptimalkan penggunaan 
sarana pembelajaran berbasis 

kompetensi. 

Mengoptimalkan penggunaan 
sarana pembelajaran berbasis 

kompetensi. 

   

2.7 Memaksimalkan guru-guru 
melaksanakan pembelajaran  
berbasis kompetensi.. 

Data guru melaksanakan 
pembelajaran  berbasis 
kompetensi. 

   

3. Meningkatkan budaya kerja dan 
inovasi warga sekolah. 

Prosentase Ketercapaian 
Indikator 

   

3.1 Penerapan kurikulum operasional 

sekolah  (KOS) berbasis 
kompetensi dan Implementasi P5 
sesuai dengan kebutuhan SDM 
dunia industri  

Adanya penerapan kurikulum 

operasional sekolah  (KOS) 
berbasis kompetensi dan 
Implementasi P5 sesuai dengan 
kebutuhan SDM dunia industri. 

   

3.2 Mengoptimalkan penggunaan 
sarana pembelajaran budaya kerja 

dan Inovasi bagi warga sekolah 
agar sesuai dengan kebutuhan 
SDM dunia industri  

Adanya jadwal penggunaan 
sarana pembelajaran budaya 

kerja dan Inovasi bagi warga 
sekolah agar sesuai dengan 
kebutuhan SDM dunia industri. 

   

3.3 Mengoptimalkan guru-guru 
melaksanakan pembelajaran  
berbasis kompetensi agar sesuai 
dengan kebutuhan SDM dunia 

industri. 

Jadwal guru melaksanakan 
pembelajaran  berbasis 
kompetensi agar sesuai dengan 
kebutuhan SDM dunia industri. 

   

3.4 Mengoptimalkan kerjasama 

dengan Industri Mitra / Pasangan 
untuk menghasilkan SDM sesuai 
kebutuhan dunia kerja. 

Adanya program tindak lanjut 

kerjasama dengan Industri Mitra 
/ Pasangan untuk menghasilkan 
SDM sesuai kebutuhan dunia 

kerja. 

   

4. Menerapkan prinsip manajemen 

mutu ISO dalam penyelenggaraan 
sekolah. 

Prosentase Ketercapaian 

Indikator 

   

4.1 Pembuatan pedoman mutu 
sekolah agar sesuai dengan sistem 
manajemen mutu ISO. 

Tersedianya pedoman mutu SMK 
Negeri di Provinsi  Bengkulu 
sesuai dengan sistem 
manajemen mutu ISO. 

   

4.2 Pembuatan prosedur operasional 
standar pelaksanaan 
pembelajaran agar sesuai dengan 
standar manajemen mutu ISO. 

Penerapan prosedur operasional 
standar pelaksanaan 
pembelajaran mengaju standar 
manajemen mutu ISO. 

   

4.3 Penyiapan program Manajemen 
Mutu  sesuai sistem manajemen 
mutu. 

Penerapan Manajemen Mutu dan 
staff  yang dapat melaksanakan 
sistem manajemen mutu. 

   

5. Mewujudkan Link and Macth 

dalam bentuk kerjasama dengan 
dunia  kerja berstandar nasional  

Prosentase Ketercapaian 
Indikator 

   

5.1 Pelaksanaan  kurikulum 
operasional sekolah (KOS) yang 
disusun bersama dunia industri 
dalam merencanakan peralatan 
yang sesuai standar dunia industri  

Adanya jadwal penyusunan dan 
pelaksanaan  
kurikulumoperasional sekolah 
(KOS) bersama dunia industri 
dalam merencanakan peralatan 
yang sesuai standar dunia 
industri. 

   

5.2 Penyusunan MOU BLUD SMK 
Negeri di Provinsi  Bengkulu 
dengan industri mitra dalam 
merencanakan kebutuhan 

peralatan yang standar industri. 

Tindak lanjut MOU BLUD SMK 
Negeri di Provinsi  Bengkulu 
dengan industri mitra dalam 
merencanakan kebutuhan 

peralatan yang standar industri. 

   

5.3 Penyusunan team SDM untuk 
melaksanakan Link and Match 

dengan dunia industri. 

Pelaksanaan Link and Match 

dengan dunia industri. 
   

5.4 Penyiapan pembentukan kelas 
industri.  

Adanya jadwal dan program 
kelas industri.  

   

6. Memberikan pembelajaran tentang 
budaya Ringkas, Rapih, Resik, 

Rawat, dan Rajin (5R) atau budaya 
industri lainnya di lingkungan 

sekolah. 

Prosentase Ketercapaian 
Indikator 

   

6.1 Penyusunan  kurikulum 
operasional sekolah(KOS) yang 

disusun bersama dunia industri 
dalam melaksanakan 

pembelajaran budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin 
(5R) atau budaya industri lainnya. 

Adanya jadwal pelaksanaan  
kurikulumoperasional sekolah 

(KOS) yang disusun bersama 
dunia industri dalam 

melaksanakan pembelajaran 
budaya Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) atau 
budaya industri lainnya. 

   

6.2 Pembuatan MOU BLUD SMK 
Negeri di Provinsi  Bengkulu 
dengan industri mitra dalam 

Pelaksanaan MOU BLUD SMK 
Negeri di Provinsi  Bengkulu 
dengan industri mitra dalam 
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No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Rencana 
Pelaksa 
naan 

Keterca 
paian 

Sumber 
Dana 

melaksanakan pembelajaran 
budaya Ringkas, Rapih, Resik, 

Rawat, dan Rajin (5R) atau budaya 
industri lainnya. 

melaksanakan pembelajaran 
budaya Ringkas, Rapih, Resik, 

Rawat, dan Rajin (5R) atau 
budaya industri lainnya. 

6.3 Penyiapan SDM untuk 
melaksanakan pembelajaran 

budaya Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) atau budaya 

industri lainnya . 

Adanya jadwal pelaksanaan 
pembelajaran budaya Ringkas, 

Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin 
(5R) atau budaya industri 

lainnya . 

   

6.4 Penyiapan praktik  budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan 

Rajin (5R) atau budaya industri 
lainnya di lingkungan sekolah . 

Pelaksanaan praktik  budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, 

dan Rajin (5R) atau budaya 
industri lainnya di lingkungan 

sekolah . 

   

7. Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah (BLUD) 

Persentase Peningkatan 

Pendapatan unit produksi dan 
jasa 

   

7.1 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
ketatausahaan dan kepegawaian 

   

7.1.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah pengadaaan pakaian 
dinas 

   

7.2.1 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah dan/ atau BLUD 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Barang dan Jasa 

   

7.2.2 Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah paket pengadaan    

7.3.1 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Laporan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 

   

7.3.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin 
penunjang BLUD SMK Lainnya 

Jumlah peralatan dan mesin 
penunjang BLUD SMK lainnya 

   

8. Program Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah (APBD) 

Persentase Indikator Program 
yang Tercapai 

   

  Persentase realisasi anggaran    

  Indeks profesionalitas ASN    

8.1 Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
dan Anggaran Perangkat Daerah 

   

8.1.1 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-BLUD SMK 

Jumlah Dokumen RKA BLUD 
SMK 

   

8.1.2 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-BLUD 
SMK. 

Jumlah Dokumen RKA BLUD 
SMK Perubahan 

   

8.1.3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
BLUD SMK 

Jumlah Dokumen DPA BLUD 
SMK 

   

8.1.4 Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-BLUD SMK 

Jumlah Dokumen DPA BLUD 
SMK Perubahan 

   

8.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen evaluasi 
kinerja 

   

8.2 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan 
Pertanggungjawaban keuangan 

   

8.2.1 Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Laporan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

   

8.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
BLUD SMK 

Jumlah Laporan verifikasi 
penatausahaan 

   

8.2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi BLUD SMK 

Jumlah Laporan akuntansi 
perangkat daerah 

   

8.2.4 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
BLUD SMK 

Jumlah Dokumen keuangan 
BLUD SMK 

   

8.2.5 Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran BLUD 
SMK 

Jumlah Laporan keuangan     

8.2.6 Penyusunan Laporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

Jumlah Laporan prognosis    

8.3 Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

   

8.3.1 Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 
pada BLUD SMK 

Jumlah Kegiatan dan Laporan    
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No Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan 
Indikator Program/ Kegiatan/  

Sub Kegiatan 

Rencana 
Pelaksa 
naan 

Keterca 
paian 

Sumber 
Dana 

8.4 Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
ketatausahaan dan kepegawaian 

   

8.4.1 Koordinasi dan Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

Jumlah Laporan data pegawai     

8.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Jumlah Laporan SKP yang tepat 
waktu 

   

8.5 Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Barang dan Jasa 

   

8.5.1 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah paket pengadaan     

8.5.2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi BLUD SMK 

Jumlah Laporan    

8.5.3 Penatausahaan Arsip Dinamis 

pada SKPD 

Jumlah daftar arsip aktif, arsip 

inaktif, arsip vital 

   

8.6 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang BLUD SMK 

Jumlah Laporan Pengadaan 

Barang Milik Daerah Penunjang 
BLUD SMK 

   

8.6.1 Pengadaan Meubeler Jumlah meubeler    

8.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya 

   

8.7 Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

   

8.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air, Listrik dan 
internet. 

Jumlah penyediaan 
JasaKomunikasi, Sumber Daya 
Air, Listrik dan internet. 

   

8.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan BLUD SMK 

Jumlah Laporan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan BLUD SMK 

   

8.8.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah peralatan dan mesin 
lainnya yang dipelihara 

   

9 Program Pengelolaan 
PembelajaranBLUD SMK 

Persentase Kelulusan Peserta 
Didik 

   

9.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan pelaksana 
BLUD SMK 

Jumlah lulusan yang terserap di 
dunia kerja dan berwirausaha 

   

9.1.1 Link and Match dengan dunia 

kerja 
Jumlah MOU dengan dunia 
kerja 

   

  Jumlah lulusan yang terserap di 
dunia kerja 

   

9.2 Peningkatan Pelayanan BLUD 
SMK 

Persentase Peningkatan Sales 
Growth 

   

9.2.1 Pelayanan Teaching Factory (TEFA) Jumlah program keahlian yang 
melaksanakan TEFA 

   

10. Program Pengelolaan bakat dan 
minat Penyelenggara BLUD SMK. 

Indikator ketercapaian program    

10.1 Pengelolaan pengembangan bakat. 
 

Jumlah peserta didik yang 
mengikuti lomba 

   

10.1.1 Pembinaan Minat, Bakat dan 

Kreativitas peserta didik 

Jumlah kegiatan pembinaan 

Minat Bakat dan Kreativitas 
peserta didik 

   

10.1.3 Pengadaan Alat Praktik dan 
Peraga pendukung pembelajaran 

Jumlah alat praktek dan peraga 
pendukung pembelajaran 

   

10.1.4 Pengembangan Karir Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan Pada BLUD 
SMK. 

Jumlah Guru dan Tenaga 
Kependidikan yang mengikuti 
pengembangan karir 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SMK 

A. Identifikasi Masalah Layanan Pendidikan Masyarakat 

Secara umum tantangan bidang pendidikan di provinsi Bengkulu 

adalah berkaitan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM( yang berdaya saing yang mendukung ketersediaan sarana dan 

prasarana yang memadai. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Kesenjangan Akses dan Kualitas: Terdapat ketimpangan dalam akses 

dan kualitas layanan pendidikan, terutama antara wilayah perkotaan 

dan daerah pedesaan atau terpencil. 

2. Infrastruktur dan Fasilitas: Minimnya ketersediaan dan kondisi 

infrastruktur pendidikan, seperti gedung sekolah dan fasilitas 

penunjang, yang tidak memadai untuk mendukung proses belajar 

mengajar yang berkualitas. 

3. Kualitas dan Distribusi Tenaga Pendidik: Kekurangan tenaga pendidik 

yang berkualitas dan kompeten, serta masalah dalam distribusi guru 

secara merata di seluruh wilayah provinsi. 

4. Relevansi Pendidikan dengan Kebutuhan Pasar Kerja: Tantangan 

dalam menghasilkan SDM yang memiliki keterampilan (kreatif, 

produktif, kompetitif) yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan 

industri lokal. 

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Tingkat pendidikan menjadi 

salah satu faktor kunci yang memengaruhi IPM di Bengkulu, yang 

mengindikasikan adanya kebutuhan untuk peningkatan signifikan 

dalam sektor ini untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang lebih 

luas, seperti kemiskinan.  
 

Berdasarkan pada uraian di atas serta analisis gambaran umum 

pelayanan SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu tahun 2024 dan 2025, 

terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun di sisi lain 

terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi 

dan perlu ditangani secara terencana, sinergis dan berkelanjutan. 

Identifikasi permasalahan yang dihadapi SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 6: Pemetaan Permasalahan Pelayanan SMK Negeri di Provinsi  Bengkulu 

No 
Masalah 
Pokok 

Masalah Dasar Pemasalahan 

1. 
Pembelajar
an 
Teaching 

1.   Pembelajaran 
dengan model 
Teaching 
Factory(Tefa) belum 

1.   Sudah ada Pergub 
No.33/2023 tapi belum 
maksimal mendukung 
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No 
Masalah 

Pokok 
Masalah Dasar Pemasalahan 

 Factory 
(TeFa) 

berjalan dengan 
maksimal. 

2.  Hasil pembelajaran 
dengan model 
TeFa belum 
terserap ke 
masyarakat secara 
maksimal. 

pemasaran produk hasil 
Tefa. 

2. Belum adanya izin 
kelayakan produksi dan 
pemasarannya. 

3. Masyarakat belum 
familier dengan produk 
SMK khususnya hasil 
Tefa. 

 

 

2. 

 

Sumber 
Daya 
Manusia 

 

Produktivitas guru- 
guru SMK belum 
maksimal. 

1. Kurangnya guru 
produktif. 

2. Belum maksimalnya 
kerjasama dengan 
Dunia Industri dan 
Dunia Kerja (DUDI). 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Pengelola 
an Aset 
SMK. 

 

 

 

 

Belum maksimalnya 
pengelolaan dan 
pemanfaatkan Aset 
SMK. 

1. Sudah ada tarif pada 
lampiran pergub 
No.33/2023 tapi belum 
berjalan karena 
kurangnya permodalan 
dan pengadaan dan 
pemeliharaan peralatan 
yang ada. 

2. Belum adanya 
pemahaman tentang 
mindset marketing aset 
SMK. 

B. Isu Strategis 

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis 

berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah: 

1. Regulasi/payung hukum untuk memasarkan produk hasil 

pembelajaran dengan model teaching factory (TeFa). 

Contoh: informasi Peraturan-peraturan dan Kebijakan Pusat dan 

Pemerintah Provinsi Bengkulu tentang pemasaran produk SMK atau 

pemanfaatan aset sekolah, informasi dari pemerintah provinsi 

Bengkulu yang telah melaksanakan BLUD SMK, dan sebagainya 

2. Regulasi  ijin  produksi  dan  pemasaran  hasil  pembelajaran  secara 

teaching factory (TeFa). 

Contoh: BPOM, sertifikat halal, IPRT, HKI produk-produk SMK. 

3. Pemasaran produk (barang dan jasa) SMK baik secara online maupun 

konvensional. Contoh penjualan online dengan mengembangkan 

aplikasi  siplahsmk.com  dan  melakukan penjualan barang/jasa 

melalui unit produksi sekolah. Produk yang dipasarkan adalah  
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produk-produk hasil pembelajaran pola TEFA program otomotif, 

kemaritiman dan Teknik Informatika. 

4. Kolaborasi dengan pihak eksternal yaitu dunia usaha dan industri yang 

relevan   dengan   SMK   yang  bersangkutan.  Contoh  kolaborasi  

antara Yamaha/Honda untuk motor, Isuzu / Honda/ Toyota untuk 

mobil, PT. Siana Marina Expres untuk Jasa Pelaut dan PT. Jago 

Multidimensi untuk pengembangan aplikasi, Aroma Backery untuk 

pengolahan roti dsb. 

5. Peta tarif layanan untuk produk SMK di Bengkulu. Contohnya: 

perlunya standar tarif produk/jasa yang akan dipasarkan oleh SMK 

disyahkan oleh pemerintah provinsi Bengkulu. 

6. Potensi pemanfaatan aset SMK. Contoh: perlunya aturan yang jelas 

tentang peruntukan aset-aset yang bisa disewakan oleh SMK terutama 

berkaitan dengan program BLUD SMK. 

Penjelasan seputar isue strategis pengelolaan SMK dapat disajikan 

sebagai berikut: 

1) Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal 

a) Pengajaran  berdasarkan  pembelajaran  model  Teaching  Factory 

(TEFA) 

Isu strategis terkait TEFA yaitu terkait regulasi  

pengaturannya dimana peraturan di daerah belum terlalu 

mendukung  pelaksanaan  pembelajaran di SMK yang 

menggunakan model TEFA. Hal ini juga dapat berpengaruh pada 

pengaturan regulasi dan pelaksanaan TEFA di SMK sendiri. 

b) Sumber Daya Manusia (SDM) 

Beberapa permasalahan seputar isu strategis terkait dengan 

SDM di SMK yaitu: 

(1) Keterbatasan jumlah guru kejuruan, bendahara, uji 

kompetensi keahlian di SMK, petugas kebersihan dan penjaga 

malam dibanding beban kerjanya. 

(2) Kurangnya jenis peningkatan kapasitas (pelatihan) petugas 

yang dibutuhkan oleh SMK. 

(3) Rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS yang disebabkan 

keterbatasan dana operasional sekolah. 
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c) Aset 

Adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana 

(gedung, peralatan bengkel, kendaraan operasional, IPAL, dan lain- 

lain). 

d) Operasional SMK 

Adanya keterbatasan anggaran operasional untuk pengeluaran 

rutin sekolah sekolah seperti listrik, air, internet, kebersihan, 

keamanan, pembayaran honor GTT/PTT, pengembangan program 

sekolah non praktik dan lain-lain sehingga perlu tambahan 

pendapatan melalui layanan nyata SMK terhadap  masyarakat  

yang bisa digunakan untuk operasional layanan SMK melalui 

penerapan BLUD SMK. 

2) Isu-isu strategis yang berasal dari analisis eksternal 

Memasuki tahun anggaran 2025 secara nasional maupun lokal, kita 

dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang 

pendidikan akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran, diantaranya: 

a) Pengajaran berdasarkan Teaching Factory (TEFA). 

Kebijakan pelayanan pendidikan kejuruan yang berubah-ubah, 

biaya bahan cenderung semakin mahal dan tidak menguntungkan. 

b) Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sulitnya mencari tenaga pendidik dan tenaga Pendidikan yang 

berkualitas khususnya guru produktif/kejuruan untuk 

ditempatkan di SMK. 

c) Kompetitor. 

Tingginya jumlah SMK kompetitor baik negeri maupun swasta dan 

jarak yang terlalu dekat antar SMK. 

d) Lingkungan sekitar SMK. 

Kesadaran masyarakat tentang hukum, budaya dan agama yang 

bervariasi karena posisi dan lokasi SMK yang sebagian besar berada 

di sekitar kawasan penduduk dengan tingkat pertumbuhan 

ekonomi cukup beranekaragam. 

 
C.  Rencana Pengembangan Layanan 

Isue strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 

1. Related Diversification (keanekaragaman). 
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Diversifikasi pada SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dapat dilihat 

dari berbagai macam jenis produk dan layanan yang sudah 

dikembangkan. Setiap layanan didukung oleh sumber daya manusia 

mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program 

keahlian, kepala bengkel, toolman, pegawai tata usaha, tenaga 

administrasi, bendahara, petugas kebersihan, petugas keamanan, 

penjaga malam, pengelola sarana prasarana SMK dan kolaborasi 

dengan industri dan dunia kerja. 

Keanekaragaman  layanan  dapat  diberikan  oleh  BLUD  SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu. Beberapa bidang layanan yang dapat 

diberikan kepada masyarakat meliputi bidang keahlian sebagai 

berikut: 

a. Teknologi Konstruksi dan Bangunan; 

b. Teknologi manufaktur dan rekayasa; 

c. Energi dan Pertambangan; 

d. Teknologi informasi; 

e. Kesehatan dan pekerjaan sosial; 

f. Agribisnis dan agriteknologi; 

g. Kemaritiman; 

h. Bisnis dan Manajemen; 

i. Pariwisata; dan 

j. Seni dan ekonomi kreatif. 

 
2. Market Development (pengembangan pasar). 

Pengembangan  dan peningkatan konsumen serta pemasaran 

yang dilakukan oleh SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dengan 

memperluas jangkauan konsumen tingkat lokal, nasional, dan 

internasional secara konvensional dan marketplace. 

Akses terhadap SMK Negeri di Provinsi Bengkulu yang mudah 

merupakan alasan tersendiri bagi masyarakat untuk memilih SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu sebagai tempat mendapatkan layanan 

dapat dijangkau melalui kemudahan transportasi dan jaringan 

komunikasi. 

Kelengkapan  fasilitas,  kelengkapan aset, kelengkapan alat 

praktek tefa, profesionalitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, 

kejelasan prosedur dan kelengkapan alat praktik menjadi salah satu 

alasan masyarakat memilih SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 
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Perkembangan bisnis dan kawasan industri yang masih terus 

berjalan di Provinsi Bengkulu memberikan berpotensi besar bagi SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan pengembangan pasar 

hasil pembelajaran model Teaching Factory. 

3. Product Development (pengembangan produk) 

Pengembangan produk layanan yang dilaksanakan oleh SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan kebutuhan 

konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik 

masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara 

lain bidang: 

a. Teknologi Konstruksi dan Bangunan; 

b. Teknologi manufaktur dan rekayasa; 

c. Energi dan Pertambangan; 

d. Teknologi informasi; 

e. Kesehatan dan pekerjaan sosial; 

f. Agribisnis dan agriteknologi; 

g. Kemaritiman; 

h. Bisnis dan Manajemen; 

i. Pariwisata; dan 

j. Seni dan ekonomi kreatif. 

Selain mengembangkan produk unggulan yang sesuai dengan 

kompetensi keahlian, SMK Negeri di Provinsi Bengkulu juga dapat 

mengembangkan produk-produk lainnya di luar kompetensi keahlian, 

misalnya pemanfaatan limbah besi menjadi teralis, pagar, rak bunga, 

atau produk lain sesuai pesanan konsumen. Produk lain adalah 

peralatan pengurai sampah plastik menjadi bahan bakar dan 

sebagainya. 

4. Platform Collaboration (Kolaborasi) 

Pengembangan pelayanan melalui strategi kolaborasi 

dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan dunia kerja, 

masyarakat, media, lembaga terkait melalui koordinasi perencanaan 

anggaran, pembinaan, pengawasan, pemasaran, bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik. 

5. Vertical Integration (integrasi vertikal) 

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal 

dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Bengkulu melalui koordinasi 
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perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi 

kegiatan yang menjadi prioritas di Provinsi Bengkulu. 

Laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan 

pemukiman di kota Bengkulu apabila diikuti dengan perilaku  

pencarian layanan perbaikan dan perawatan bidang Teknologi 

Konstruksi dan Bangunan, Teknologi manufaktur dan  rekayasa,  

Energi dan Pertambangan, Teknologi informasi, Kesehatan dan 

pekerjaan sosial, Agribisnis dan agriteknologi, Kemaritiman, Bisnis  

dan Manajemen, Pariwisata, dan Seni dan ekonomi kreatif maka SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu akan menjadi salah satu pilihan  yang  

akan dimanfaatkan oleh masyarakat di provinsi Bengkulu maupun 

provinsi lain. 

Lokasi SMK Negeri di Provinsi Bengkulu yang strategis 

merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan 

keanekaragaman jenis layanan di SMK karena memiliki pangsa pasar 

yang juga beraneka ragam. 

Rencana pengembangan program pelayanan pendidikan 

kejuruan di SMK Negeri di Provinsi Bengkulu kurun waktu 2025 s.d. 

2029 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

bidang pendidikan vokasi sehingga rencana pengembangan program 

pelayanan pendidikan vokasi dapat mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan. 

6. Pengembangan Jenis Pelayanan 

Peningkatan jumlah siswa pada bidang keahlian Teknologi 

Konstruksi dan Bangunan, Teknologi manufaktur dan  rekayasa,  

Energi dan Pertambangan, Teknologi informasi, Kesehatan dan 

pekerjaan sosial, Agribisnis dan agriteknologi, Kemaritiman, Bisnis   

dan Manajemen, Pariwisata, dan Seni dan  ekonomi kreatif SMK  

Negeri di Provinsi Bengkulu setiap tahun mengharuskan SMK Negeri 

di Provinsi Bengkulu untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam 

memberikan pelayanan pada peserta didik dan masyarakat lainnya. 

Database prestasi peserta didik yang bagus dan pengurangan waktu 

tunggu di bengkel/laboratorium merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan efisiensi pelayanan sehingga kepuasan konsumen lebih 

meningkat. Oleh karena itu, SMK Negeri di Provinsi Bengkulu akan 

mengembangkan penerapan teknologi digital untuk database siswa  

dan pendaftaran konsumen. 
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7. Peningkatan Sarana Prasarana Layanan 

Kebutuhan sarana dan prasarana TEFA dan aset di SMK Negeri 

di Provinsi Bengkulu perlu ditingkatkan sesuai dengan konsep 

pelayanan prima terhadap masyarakat. 

Beberapa rencana terkait penambahan, revitalisasi, perawatan dan 

kalibrasi sarana dan prasarana SMK Negeri di Provinsi Bengkulu  

antara lain: 

a. Pemutakhiran alat praktik. 

b. Penerapan teknologi digital. 

c. Pembenahan Ruang Praktik Siswa (RPS), Laboratorium dan Ruang 

Bengkel, dan 

d. Penerapan budaya 5R, 5S dan K3LH. 

8. Peningkatan Mutu SDM 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas layanan 

terhadap pelanggan, maka SMK Negeri di Provinsi Bengkulu perlu 

melakukan rencana pengembangan SDM meliputi: 

a. Pelatihan guru dan tenaga kependidikan. 

b. Sertifikasi guru dan tenaga kependidikan. 

c. Magang guru dan tenaga kependidikan. 

d. Studi lanjut guru dan tenaga kependidikan. 
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BAB IV 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN ARAH KEBIJAKAN 

 
A. Visi SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

Visi SMK Negeri di Provinsi Bengkulu harus merujuk pada visi dan  

Misi    pemerintah    provinsi    Bengkulu.    Visi    Provinsi    Bengkulu   

adalah “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. 

B. Misi BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu. 

Berdasarkan pada visi dan misi pemerintah provinsi Bengkulu, 

selanjutnya setiap BLUD SMK dapat merumuskan visi dan misinya yang 

disesuikan dengan bidang keahlian dan karakteristiknya sekolahnya. 

C. Telaah Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan Riset dan Teknologi  

Republik Indonesia memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan amanat 

mengendalikan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. 

Kemendikbud kemudian menentukan visi kementerian berdasarkan pada 

capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN 

Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2045. Visi Kemendikbud 2020-2024 

adalah: 

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi 

Republik Indonesia mendukung Visi dan Misi Presiden untuk 

mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar 

kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan 

global.”[5] 

 
Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen  

Kemendikbudristek mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden 

melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara 

konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan 

profesionalitas dan integritas. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan 

pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan   

mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian 

Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong 

royong,  Kemendikbud  dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan 
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dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan 

kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut. 

Kemendikbudristek Republik Indonesia sesuai tugas dan 

kewenangannya melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai 

Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas 

manusia Indonesia; nomor (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan 

kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang 

bersih, efektif, dan terpercaya. Misi yang dituangkan dalam Nawacita 

kedua tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi Presiden 

untuk itu, misi Kemendikbudristek Republik Indonesia dalam 

melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata 

dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. 

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta 

pengembangan bahasa dan sastra. 

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk 

mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan 

kebudayaan. 

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

RTRW Provinsi Bengkulu tidak menjelaskan secara khusus 

peruntukan ruang untuk pendidikan. Pada Dokumen RTRW tersebut, 

peruntukan ruang untuk kepentingan pendidikan menjadi bagian dari 

Kawasan Peruntukan Permukiman. Kawasan peruntukan permukiman 

merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar 

kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal 

masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi 

Bengkulu dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan 

bencana; 

2. Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan; 

3. Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.  

Secara astronomis, Provinsi Bengkulu terletak antara 2°16’ LS   

sampai 3°31’ LS dan antara 101°01’ sampai 103°41’ BT. Sementara jika 

dilihat dari letak geografisnya, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi 

Sumatera Barat, di sebelah selatan berbatasan dengan  Samudera  

Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah barat berbatasan dengan  

Samudera   Indonesia,  dan  di  sebelah   timur   berbatasan   dengan   Provinsi 
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Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah provinsi ini adalah 

19919,33 km2. Dilihat dari kondisi topografinya, sisi timur Bengkulu 

merupakan wilayah berbukit dan dataran tinggi yang subur, sedangan 

bagian barat merupakan dataran rendah. Bentuk wilayah ini memanjang 

dari utara ke selatan dengan topografi wilayah bergelombang 

Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai 

pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam  Peraturan  

Daerah Provinsi  Bengkulu  Nomor  02  Tahun  2012  Tentang Rencana Tata  

Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk 

mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang 

berkaitan pemanfaatan ruang. 

Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW 

daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta 

sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar 

kabupaten/kota serta keterpaduan struktur dan pola ruang  

kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan 

sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota, dan atau 

yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka 

pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. 

Kebijakan penataan ruang Provinsi Bengkulu sesuai dengan RPJPD Tahun 

2012-2032. Pokok-pokok rencana dalam tata ruang sebagai berikut: 

 Penataan ruang yang berkelanjutan. Fokus pada pengembangan 

infrastruktur yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan, yang 

menjadi salah satu prioritas utama pemerintah provinsi. 

 Penyelarasan dengan nasional: Rencana pembangunan akan 

diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Nasional. 

 Pengembangan infrastruktur strategis. Berbagai program strategis 

nasional akan diidentifikasi dan dikembangkan untuk mendukung 

pembangunan di Bengkulu, termasuk infrastruktur jalan provinsi. 

 Penyusunan berbasis partisipasi: Dokumen RPJP 2025-2045 disusun 

melalui forum-forum strategis seperti Musrenbang (Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan) untuk mendapatkan masukan dan 

memecahkan isu-isu daerah. 

Sesuai dengan karakteristik daerah provinsi Bengkulu maka 

keberadaan SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dapat dikembangkan dan 
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dimaksimalkan pemberian pelayanan pendidikan  kepada  masyarakat  di 

Provinsi Bengkulu. 

E. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

KLHS adalah adalah serangkaian analisis yang sistematis, 

menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip 

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam 

pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau 

program. Selaras dengan pengertian KLHS tersebut, maka tujuan 

penyelenggaraan pelaksanaan KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip- 

prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam proses penyusunan dan 

Dokumen RPJMD Provinsi Provinsi Bengkulu Tahun 2012 - 2032. 

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

RPJMD Provinsi Bengkulu program yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu semuanya tidak memiliki 

pengaruh dan dampak terhadap lingkungan. 

F. Telaah Rencana Strategis Dinas Pendidikan. 

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan 

Wakil  Gubernur  dalam RPJMD Provinsi Bengkulu tahun 2005 - 2025, 

telaah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan 

Teknologi Republik Indonesia tahun 2020 -2024, telaah RTRW dan KLHS, 

serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi ke-4 

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu yakni “Membangun 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berbudaya, 

toleransi dan religius”. 

Dalam jangka menengah pencapaian tujuan tersebut, didasarkan 

pada  indikator pengukuran capaiannya dapat ditabulasikan sebagai 

berikut: Tabel 7: Indikator Pengukuran Capaian Pendidikan 

TUJUAN 
INDIKA 

TOR 
FORMULASI 

TARGET TIAP TAHUN 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Terwujudnya 
pemerataan akses yang 
berkualits pada 
Pendidikan Menengah 
dan Pendidikan 
Khusus serta 
peningkatan 
Profesionalisme 
Sumber Daya Manusia 
Bidang Pendidikan di 
Provinsi Bengkulu. 

 
 
 

 
Indeks 
Pendidik 
an 

 

 
Indek Harapan 
Lama Sekolah 
(IHLS) + Indek 
Rata-rata lama 
sekolah (IRLS) 
/ 2 

 
 
 
 

 
0,81 

 
 
 
 

 
0,82 

 
 
 
 

 
0,83 

 
 
 
 

 
0,84 

 
 
 
 

 
0,85 

 
 
 
 

 
0,86 

IHLS (16,01/17 (masa sekolah/kuliah) = 0,94IRLS (11,79/17) (masa sekolah/kuliah)= 
0,69 
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Sumber: https://bengkulu.bps.go.id/indicator/26/160/1/harapan-lama-sekolah.html 
diakses 1 Desember 2021), (diolah). 

 

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, 

dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Provinsi Bengkulu sebagai berikut: 

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

2. Terwujudnya ketersediaan layanan pendidikan untuk penduduk  usia 

25 tahun; 

3. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan menengah; 

4. Meningkatnya Akses dan kualitas layanan pendidikan khusus; 

5. Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan 

Menengah dan Pendidikan Khusus; 

6. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan pendidikan di Cabang 

Dinas Pendidikan. 

Enam butir sasaran yang dirumuskan guna mencapai tujuan jangka 

menengah, pencapaiannya dapat dijadikan tolok ukur kinerja Dinas 

Pendidikan pada umumnya  dan  khususnya masing-masing  bidang 

maupun cabang dinas. Sasaran yang perlu diperhatikan SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu adalah sasaran yang ketiga yang mana tanggungjawab 

utama ada di bidang pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) 

dan pembinaan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dalam 

jangka menengah pencapaian sasaran tersebut, didasarkan pada indikator 

pengukuran capaiannya dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel 8: Indikator Peningkatan Akses Layanan Pendidikan 
 

 
SASARAN 

INDIKATOR 
KINERJA 

UTAMA 
(IKU) 

 
FORMULASI 

TARGET TIAP TAHUN 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Meningkatnya 

akses dan 

kualitas 

layanan 

pendidikan 

menengah. 

 
Angka 

Partisipasi 

Murni (APM) 

Pendidikan 

Menengah 

(SMA/SMK/M 

A/Kejar paket 

C/ SMALB 

APM Dikmen = 

(Jml Siswa 

Usia 16 – 18 

th Jenjang 

SMA/Sederaja) 

/ (Jumlah 

Penduduk 

Usia 16 − 18 
𝑡ℎ ) × 100 

 
 
 

 
0,65 

 
 
 

 
0,66 

 
 
 

 
0,67 

 
 
 

 
0,68 

 
 
 

 
0,69 

 
 
 

 
0,70 

Sumber : https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2016/03/16/237/angka-partisipasi-sekolah- 
angka, diakases tanggal 2 Desember 2021. 

 
 

G. Tujuan SMK. 

Tujuan SMK merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan setiap misi SMK yang mengandung makna: 
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1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu sampai tahun terakhir renstra. 

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang 

ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. 

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah saran dan 

strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan 

pokok organisasi selama kurun waktu renstra. 

H. Sasaran SMK. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan 

menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang 

akan dilakukan secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran SMK 

Negeri di Provinsi Bengkulu berdasarkan tujuan sebagai berikut: 

 
Tabel 9: Tujuan dan Sasaran SMK 

 

No Tujuan Sasaran Indikator 

1 Mewujudkan kualitas 
lulusan yang memiliki 
kompetensi hardskill dan 
softskill sesuai bidang 
keahliannya. 

Mewujudkan kualitas 
lulusan yang memiliki 
kompetensi softskill 
sesuai bidang 
keahliannya. 

Terwujudnya kualitas lulusan 
yang memiliki kompetensi 
softskill sesuai bidang 
keahliannya. 

2. Membekali peserta didik 
dengan pengetahuan 
dan keterampilan 
kewirausahaan, 
penguasaan teknologi 
informasi dan selalu 
berwawasan lingkungan 
untuk siap kerja di era 
industri 4.0. 

Membekali peserta 
didik dengan 
pengetahuan dan 
keterampilan 
kewirausahaan, 
penguasaan teknologi 
informasi dan selalu 
berwawasan 
lingkungan untuk 
siap kerja di era 
industri 4.0. 

Terlaksanakanya pembekalan 
kepada peserta didik dengan 
pengetahuan dan 
keterampilan kewirausahaan 
sesuai dengan bidang 
keahliannya dan selalu 
berwawasan lingkungan 
untuk siap kerja di era 
industri 4.0. 

3. Meningkatkan budaya 
kerja dan inovasi warga 
sekolah. 

Meningkatkan budaya 
kerja dan inovasi 
warga sekolah. 

1. Peningkatkan penerapan 
budaya kerja oleh warga 
sekolah. 

2. Adanya inovasi oleh 
warga sekolah. 

4. Mewujudkan Link and 
Macth dalam bentuk 
kerjasama dengan dunia 
kerja berstandar 
nasional. 

Mewujudkan Link and 
Macth dalam bentuk 
kerjasama dengan 
dunia kerja 
berstandar nasional. 

Tewujudnya Link and Macth 
dalam bentuk kerjasama 
dengan dunia kerja 
berstandar nasional. 

5. Memberikan 
pembelajaran tentang 
budaya Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan Rajin 
(5R) atau budaya kerja 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah. 

Memberikan 
pembelajaran tentang 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, Rawat, 
dan Rajin (5R) di 
lingkungan sekolah. 

Terlaksananya pembelajaran 
tentang budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, Rawat, dan 
Rajin (5R) atau budaya kerja 
industri lainnya di lingkungan 
sekolah. 
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I. Strategi dan Arah Kebijakan 

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat 

melalui analisis metode SWOT. 

Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut: 

1. a. Analisis SWOT untuk mencapai sasaran “Mewujudkan kualitas 

lulusan yang memiliki kompetensi softskill”. 

Tabel 10: Analisis SWOT “Mewujudkan kualitas lulusan yang 
memiliki kompetensi softskill”. 

FAKTOR INTERNAL 
Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Memiliki kurikulum 
operasional sekolah 
(KOS). 

2. Adanya komitmen 
pimpinan sekolah. 

3. Memiliki sarana 
penerapan Projek 
Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila (P5). 

4. Memiliki guru-guru dan 
staff administasi dengan 
kualifikasi Sarjana, 
relatif muda dan usia 
produktif. 

5. Lokasi yang strategis 
memiliki program Projek 
Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila (P5) dan 
adanya akses yang 
mudah dijangkau 
masyarakat. 

1. Keterbatasan jumlah 
guru, bendahara, 
sistem informasi 
pendidikan, staff 
administrasi, petugas 
kebersihan, Satpam 
dan penjaga malam 
dibanding beban 
kerjanya. 

2. Masih kurangnya 
anggaran sekolah 
untuk pembayaran 
honor GTT/PTT, 
pembelian peralatan 
dan bahan praktik dan 
program 
pengembangan 
sekolah. 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 
1. Meningkatnya 

minat 
masyarakat / 
siswa lulusan 
SMP terhadap 
layanan 
pendidikan 
SMK Negeri di 
Provinsi 
Bengkulu. 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelaksanaan 
pembelajaran melalui 
penerapan kurikulum 
operasional sekolah 
(KOS), peningkatan 
keterserapan lulusan 
dan pemenuhan 
akreditasi sekolah (S1, 
O1). 

2. Mengoptimalkan sarana 
penerapan 
ProjekPenguatan Profil 
Pelajar Pancasila (S3, 
O1). 

3. Mengoptimalkan tenaga 
pelayanan dengan 
panduan SOP Pelayanan 
(S4,O1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah personil SDM 
melalui peluang 
peningkatan 
pendapatan SMK (W1, 
O1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran operasional 
melalui rencana 
pengembangan SMK 
BLUD untuk 
mengembangkan unit 
produksi SMK (W2,O1). 

3. Mengatasi rendahnya 
pegawai non PNS 
melalui peningkatan 
pendapatan SMK 
(W3,O1). 

2. Adanya 
dukungan 
kebijakan 
daerah tentang 
pemenuhan 
sarana dan 

Mengoptimalkan adanya 
komitmen pimpinan dengan 
memanfaatkan adanya 
dukungan kebijakan daerah 
melalui perencanaan dan 
manajemen yang baik 
(S2,O2). 

1. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
operasional melalui 
perencanaan sesuai 
kebijakan daerah 
(W2,O2). 
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3. Adanya 
kebijakan 
pemerintah 
derah provinsi 
Bengkulu 
terhadap 
peningkatan 
kualitas 
pendidikan 
vokasi. 

1. Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
penerapan Projek 
Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila (P5) (S3, O3). 

2. Mengoptimalkan tenaga 
pelayanan dengan 
panduan SOP Pelayanan 
(S4, O3). 

3. Mengoptimalkan informasi 
keberadaan Projek 
Penguatan Profil Pelajar 
Pancasila (P5), layanan 
pendukung SMK dan 
berbagai keunggulannya 
melalui berbagai sarana 
informasi (S5, O3) 

1. Mengatasi 
keterbatasan jumlah 
personil SDM melalui 
peluang peningkatan 
pendapatan SMK (W1, 
O3). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
operasional melalui 
peluang peningkatan 
pendapatan SMK 
(W2,O3). 

3. Mengatasi rendahnya 
pegawai non PNS 
melalui peningkatan 
pendapatan SMK 
(W3,O3). 

Ancaman (T) ST WT 
1. Tingginya 

jumlah SMK 
kompetitor baik 
negeri maupun 
swasta dan 
jarak yang 
dekat antar 
SMK Negeri di 
Provinsi 
Bengkulu. 

1. Mengoptimalkan adanya 
KOS sebagai keunggulan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (S1,T1). 

2. Mengoptimalkan jenis 
layanan dan keunggulan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (S5,T1). 

1. Mengatasi 
keterbatasan personel 
SDM untuk mengatasi 
jarak SMK kompetitor 
yang terdekat (W1, T1). 

2. Meningkatkan 
jangkauan layanan 
warga sekolah 
terutama di luar 
wilayah dengan 
teknologi komunikasi 
untuk mengurangi 
beban kerja non PNS 
(S2, T2). 

2. Kesadaran 
masyarakat 
tentang hukum, 
budaya dan 
agama 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelayanan melalui 
penerapan KOS, sistem 
manajemen mutu, 
panduan SOP pelayanan 
dan pelaksanaan 
akreditasi SMK sebagai 
dasar hukum kinerja 
pelayanan SMK (S1, T1). 

3. Mengoptimalkan 
komitmen pimpinan 
tentang masalah 
perlindungan hukum, 
budaya dan agama 
(S2,T1). 

Mengatasi rendahnya 
gaji/insentif pegawai Non 
PNS untuk mengatasi 
masalah kesadaran 
masyarakat tentang 
hukum, budaya dan 
agama melalui tekhnologi 
komunikasi untuk 
mengurangi beban kerja 
pegawai non PNS (W3,T2). 

3. Kebijakan 
pelayanan 
Pendidikan 
kejuruan yang 
berubah-ubah 
dan tidak 
menguntungkan 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelayanan pendidikan 
kejuruan melalui 
penerapan KOS, sistem 
manajemen mutu, 
panduan SOP pelayanan 
dan pelaksanaan 
akreditasi SMK sebagai 
kebijakan pelayanan 
pendidikan kejuruan di 
SMK (S1, T3) 

2. Mengoptimalkan 
komitmen pimpinan 
tentang kebijakan 
pelayanan pendidikan 
kejuruan di SMK (S2,T3) 

Mengatasi rendahnya gaji/ 
insentif pegawai non PNS 
untuk mengatasi 
kebijakan pelayanan yang 
berubah-ubah dan tidak 
menguntungkan 
tekhnologi komunikasi 
untuk mengurangi beban 
kerja pegawai non PNS 
(W2.T2) 

 

1.b. Analisis SWOT untuk mencapai sasaran “Mewujudkan kualitas 

lulusan yang memiliki kompetensi hardskill”. 
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Tabel 11: Analisis SWOT “Mewujudkan kualitas lulusan yang 
memiliki kompetensi hardskill”. 

FAKTOR INTERNAL 
Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Memiliki kurikulum 
operasional sekolah (KOS). 

2. Adanya komitmen 
pimpinan sekolah. 

3. Memiliki sarana 
pembelajaran yang 
memadai. 

4. Memiliki guru-guru dan 
staff administasi dengan 
kualifikasi Sarjana, relatif 
muda dan usia produktif. 

5. Lokasi yang strategis, 
memiliki RPS / Bengkel / 
Laboratorium dan adanya 
akses yang mudah 
dijangkau masyarakat. 

1. Kurangnya guru 
Kejuruan, bendahara, 
sistem informasi 
pendidikan, staff 
administrasi, petugas 
kebersihan, Satpam 
dan penjaga malam. 

2. Keterbatasan anggaran 
operasional (Honor 
GTT/PTT, pembelian 
peralatan dan bahan 
praktik dan program 
pengembangan sekolah. 

3. Rendahnya gaji / 
insentif pegawai non 
PNS. 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

1. Meningkatnya 
minat 
masyarakat / 
siswa lulusan 
SMP terhadap 
layanan 
pendidikan SMK 
Negeri di 
Provinsi 
Bengkulu. 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelaksanaan pembelajaran 
melalui penerapan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS), peningkatan 
keterserapan lulusan dan 
pemenuhan akreditasi 
sekolah (S1, O1). 

2.  Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
pembelajaran yang dapat 
dipenuhi (S3, O1). 

3. Mengoptimalkan tenaga 
pelayanan dengan 
panduan SOP Pelayanan 
(S4,O1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah personil SDM 
melalui peluang 
peningkatan 
pendapatan SMK (W1, 
O1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran operasional 
melalui peluang 
peningkatan 
pendapatan SMK 
(W2,O1). 

3. Mengatasi rendahnya 
pegawai non PNS 
melalui peningkatan 
pendapatan SMK 
(W3,O1). 

2. Adanya 
dukungan 
kebijakan 
daerah tentang 
pemenuhan 
sarana dan 
operasional 
SMK. 

Mengoptimalkan adanya 
komitmen pimpinan dengan 
memanfaatkan adanya 
dukungan kebijakan daerah 
melalui perencanaan dan 
manajemen yang baik (S2,O2). 

1. Mengatasi keterbatasan 
anggaran operasional 
melalui perencanaan 
sesuai kebijakan daerah 
(W2,O2). 

2. Mengawasi rendahnya 
gaji / insentif pegawai 
non PNS sesuai 
kebijakan daerah 
(W3,O2). 

3. Adanya 
kebijakan 
pemerintah 
derah provinsi 
Bengkulu 
terhadap 
peningkatan 
kualitas 
pendidikan 
vokasi. 

1. Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
pembelajaran dan jenis 
layanan orang dapat 
dipenuhi (S3, O3). 

2. Mengoptimalkan tenaga 
pelayanan dengan 
panduan SOP Pelayanan 
(S4, O3). 

3. Mengoptimalkan informasi 
keberadaan sekolah, RPS / 
Bengkel / Laboratorium, 
layanan pendukung SMK 
dan berbagai 
keunggulannya melalui 
berbagai sarana informasi 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah personil SDM 
melalui peluang 
peningkatan 
pendapatan SMK (W1, 
O3). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran operasional 
melalui peluang 
peningkatan 
pendapatan SMK 
(W2,O3). 

3. Mengatasi rendahnya 
pegawai non PNS 
melalui peningkatan 
pendapatan SMK 
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  (S5, O3)  (W3,O3). 

Ancaman (T) ST WT 
1. Adanya SMK 

kompetitor baik 
negeri maupun 
swasta dan 
jarak yang 
dekat dengan 
SMK Negeri di 
Provinsi 
Bengkulu. 

1. Mengoptimalkan adanya 
KOS (S1,T1). 

2. Mengoptimalkan jenis 
layanan dan keunggulan 
SMK (S5,T1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
personel SDM untuk 
mengatasi jarak SMK 
kompetitor yang 
terdekat (W1, T1). 

2. Meningkatkan 
jangkauan layanan 
warga sekolah terutama 
di luar wilayah dengan 
teknologi komunikasi 
untuk mengurangi 
beban kerja non PNS 
(S2, T2). 

2. Kesadaran 
masyarakat 
tentang 
hukum, 
budaya dan 
agama 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelayanan melalui 
penerapan KOS, sistem 
manajemen mutu, 
panduan SOP pelayanan 
dan pelaksanaan akreditasi 
SMK sebagai dasar hukum 
kinerja pelayanan SMK 
(S1, T1). 

4. Mengoptimalkan komitmen 
pimpinan tentang masalah 
perlindungan hukum, 
budaya dan agama (S2,T1). 

Mengatasi rendahnya 
gaji/insentif pegawai Non 
PNS untuk mengatasi 
masalah kesadaran 
masyarakat tentang 
hukum, budaya dan agama 
melalui tekhnologi 
komunikasi untuk 
mengurangi beban kerja 
pegawai non PNS (W3,T2). 

3. Kebijakan 
pelayanan 
Pendidikan 
kejuruan yang 
berubah-ubah 
dan tidak 
menguntungkan 

3. Mengoptimalkan mutu 
pelayanan pendidikan 
kejuruan melalui 
penerapan KOS, sistem 
manajemen mutu, 
panduan SOP pelayanan 
dan pelaksanaan akreditasi 
SMK sebagai kebijakan 
pelayanan pendidikan 
kejuruan di SMK (S1, T3) 

4. Mengoptimalkan komitmen 
pimpinan tentang 
kebijakan pelayanan 
pendidikan kejuruan di 
SMK (S2,T3) 

Mengatasi rendahnya gaji/ 
insentif pegawai non PNS 
untuk mengatasi kebijakan 
pelayanan yang berubah- 
ubah dan tidak 
menguntungkan tekhnologi 
komunikasi untuk 
mengurangi beban kerja 
pegawai non PNS (W2.T2) 

2.  Analisis SWOT untuk mencapai sasaran “Membekali peserta didik 

dengan pembelajaran berbasis kompetensi”. 
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Tabel 12: Analisis SWOT “Membekali peserta didik dengan 
pembelajaran berbasis kompetensi”. 

FAKTOR INTERNAL 
Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Memiliki kurikulum 
operasional sekolah (KOS) 
berbasis kompetensi. 

2. Memiliki sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi yang 
memadai. 

3. Memiliki guru-guru yang 
dapat melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi. 

1. Keterbatasan jumlah 
guru kejuruan. 

2. Keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
praktik kejuruan. 

3. Peralatan praktik 
belum sesuai dengan 
standar industri. 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

1. Meningkatnya 
kebutuhan 
masyarakat. 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelaksanaan pembelajaran 
melalui penerapan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi (S1, O1). 

2. Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi yang 
dapat dipenuhi (S2, O1). 

3. Mengoptimalkan guru 
untuk melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi dengan 
panduan SOP Pelayanan 
(S3,O1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
melalui peluang 
peningkatan pendapatan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, O1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
peningkatan pendapatan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

3. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui peluang 
penambahan pendapatan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu 
(W3, O1). 

2. Adanya 
dukungan dari 
pelaku bisnis 
seperti UMKM 
untuk 
menyalurkan 
hasil industri 
kreatif. 

1. Mengoptimalkan 
pemanfaatan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, teknologi 
informasi yang sesuai 
dengan permintaan 
produk/jasa pelaku 
bisnis/pasaran (S2, O2). 

2. Mengoptimalkan guru-guru 
untuk melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi untuk 
menghasilkan produk hasil 
pembelajaran sesuai 
dengan permintaan pasar 
(S3, O2). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
melalui peluang 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O2). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
peluang penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W2, O2). 

3. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui peluang 
penambahan pendapatan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu 
(W3, O2). 
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3. Berkembangnya 
pemasaran 
produk/jasa 
secara online 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
operasional sekolah (KOS) 
berbasis kompetensi 
dengan memasukan 
muatan penjualan online 
sesuai dengan 
perkembangan penjualan 
online (S1, O3). 

2. Mengoptimalkan 
penggunaan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, teknologi 
informasi sesuai dengan 
perkembangan pemasaran 
online. 

3. Memaksimalkan guru-guru 
melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi sesuai 
dengan pemasaran online 
(S3,O3). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
melalui peluang 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O3). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
peluang penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W2, O3). 

3. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui peluang 
penambahan pendapatan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W3, O3). 

Ancaman (T) ST WT 
1. Adannya SMK 

kompetitor baik 
negeri maupun 
swasta dan 
jarak yang 
dekat dengan 
SMK Negeri di 
Provinsi 
Bengkulu. 

1. Mengoptimalkan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5BK (S1, 
T1). 

2. Mengoptimalkan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, teknologi 
informasi yang memadai 
(S2, T1). 

3. Mengoptimalkan guru-guru 
melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi (S3,T1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru melalui 
pengusulan 
penambahan guru ke 
Dikbud (W1, T1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
permintaan 
penambahan anggaran 
ke Dikbud (W2, T1). 

3. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri usulan 
penambahan peralatan 
ke Dikbud (W3, T1). 

2. Kesadaran 
masyarakat 
tentang hasil 
pendidikan. 

1. Mengoptimalkan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5Bk sesuai 
dengan harapan 
masyarakat tentang hasil 
pendidikan (S1, T2). 

2. Mengoptimalkan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, teknologi 
informasi sesuai dengan 
harapan masyarakat 
tentang hasil pendidikan 
(S2, T1). 

3. Mengoptimalkan guru-guru 
melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi sesuai 
dengan harapan 

1. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
usulan penambahan 
anggaran ke Dikbud, 
Komite sekolah dan 
mencari CSR (W2, T2). 

2. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui usulan 
penambahan anggaran 
ke Dikbud, Komite 
sekolah dan mencari 
CSR (W3, T2). 
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 masyarakat tentang hasil 
pendidikan (S3,T1). 

 

3.a. Analisis SWOT untuk mencapai   sasaran “Meningkatkan budaya 

kerja dan inovasi warga sekolah”. 

Tabel 13: Analisis SWOT “Meningkatkan budaya kerja dan inovasi 
warga sekolah”. 

FAKTOR INTERNAL 
Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Memiliki kurikulum 
operasional sekolah (KOS) 
berbasis kompetensi dan 
Implementasi P5. 

2. Memiliki sarana 
pembelajaran budaya 
kerja dan Inovasi bagi 
warga sekolah. 

3. Memiliki guru-guru yang 
dapat melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi. 

4. Memiliki Industri Mitra / 
Pasangan. 

1. Keterbatasan jumlah 
guru kejuruan. 

2. Keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan 
praktik kejuruan. 

3. Peralatan praktik 
belum sesuai 
dengan standar 
industri. 

4. Terbatasnya jumlah 
Industri Mitra. 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dunia Industri 
membutuhkan 
SDM berkarakter 
baik. 

1. Mengoptimalkan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5 sesuai 
dengan kebutuhan SDM 
dunia industri (S1, O1). 

2. Mengoptimalkan 
penggunaan sarana 
pembelajaran budaya 
kerja dan Inovasi bagi 
warga sekolah agar sesuai 
dengan kebutuhan SDM 
dunia industri (S2, O1). 

3. Mengoptimalkan guru- 
guru melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi agar 
sesuai dengan kebutuhan 
SDM dunia industri. 

4. Mengoptimalkan 
kerjasama dengan 
Industri Mitra / Pasangan 
untuk menghasilkan SDM 
sesuai kebutuhan dunia 
kerja. 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
melalui peluang 
peningkatan  
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(S1, O1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui  
peningkatan  
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(S2, O1). 

3. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui peluang 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(S3, O1). 

2. Pemerintah 
(Kemdikbud) 
mendorong 
pelaksanaan 
Projek Penguatan 
Profil Pelajar 
Pancasila dan 
Budaya Kerja. 

1. Mengoptimalkan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5 sesuai 
dengan kebijakan 
pemerintah / 
Kemendikbud (S1, O2). 

2. Mengoptimalkan 
penggunaan sarana 
pembelajaran budaya kerja 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
melalui peluang 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O2). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
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 dan Inovasi bagi warga 
sekolah agar sesuai dengan 
kebijakan pemerintah / 
Kemendikbud (S2, O2). 

3. Mengoptimalkan guru- 
guru melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi agar sesuai 
dengan kebutuhan SDM 
dunia industri (S3, O2). 

4. Mengoptimalkan 
kerjasama dengan Industri 
Mitra / Pasangan untuk 
menghasilkan SDM sesuai 
implementasi P5 (S4, O3). 

peluang penambahan 
pendapatan SMK Negeri   
di Provinsi Bengkulu  
(W2, O2). 

3. Mengatasi keterbatasan    
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui peluang 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W3, O2). 

Ancaman (T) ST WT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adannya SMK 
kompetitor baik 
negeri maupun 
swasta dan jarak 
yang dekat 
dengan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu. 

1. Mengoptimalkan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5BK 
sebagai keunggulan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (S1, T1). 

2. Mengoptimalkan 
penggunaan sarana 
pembelajaran budaya kerja 
dan Inovasi bagi warga 
sekolah sebagai 
keunggulan SMK Negeri di 
Provinsi Bengkulu (S1, T2). 

3. Mengoptimalkan guru- guru 
melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi sebagai 
keunggulan SMK Negeri di 
Provinsi Bengkulu (S1, T2). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru melalui 
peluang peningkatan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, T1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
peningkatan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W2, T1). 

3. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui peluang 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W3, T1). 

 
 
 
 
 

 
2. Dunia industri 

dan masyarakat 
semakin sadar 
dan memilih 
perekrutan 
/penempatan 
SDM. 

1. Mengoptimalkan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5 untuk 
menghasilkan SDM yang 
sesuai dengan harapan 
dunia industri dan 
masyarakat (S1, T2). 

2. Mengoptimalkan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, teknologi 
informasi untuk 
menghasilkan SDM yang 
sesuai dengan harapan 
dunia industri dan 
masyarakat (S2, T1). 

3. Mengoptimalkan guru-guru 
melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi untuk 
menghasilkan SDM yang 
sesuai dengan harapan 
dunia industri dan 
masyarakat (S3,T1). 

4. Mengoptimalkan kerjasama 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru melalui 
peluang peningkatan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, T1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan praktik 
kejuruan melalui 
peningkatan pendapatan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, T1). 

3. Mengatasi keterbatasan 
Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
industri melalui kerja 
sama dengan industri 
mita dan peluang 
penambahan  
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W3, T1). 
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         dengan dunia industri mita 
/ pasangan untuk 
menyiapkan SDM yang 
sesuai dengan kebutuhan 
dunia industri (S4, T2). 

 

3.b. Analisis SWOT untuk mencapai sasaran “Menerapkan prinsip 

manajemen mutu ISO dalam penyelenggaraan sekolah”. 

Tabel 14: Analisis SWOT “Menerapkan prinsip manajemen mutu ISO 
dalam penyelenggaraan sekolah”. 

FAKTOR INTERNAL 

Faktor 
Internal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Memiliki buku pedoman 
mutu sekolah. 

2. Memiliki prosedur 
operasional standar 
pelaksanaan 
pembelajaran. 

3. Memiliki Wakil Kepala 
Sekolah Bidang SDM dan 
staff yang dapat 
melaksanakan sistem 
manajemen mutu. 

4. Memiliki mitra Badan 
Sertifikasi ISO dan SMK 
yang sudah bersertifikat 
ISO. 

1. Keterbatasan jumlah 
SDM untuk 
melaksanakan Sistem 
Manajemen Mutu 
(SMM). 

2. Keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
sertifikasi dan 
pelaksanaan SMM ISO 
21001-2018 (Sistem 
Manajemen Mutu 
Pendidikan) 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Dunia 

industri 
mengakui 
dan 
menerapkan 
standar 
manajemen 
mutu ISO. 

1. Mengoptimalkan 
penerapan pedoman mutu 
sekolah agar sesuai 
dengan sistem manajemen 
mutu ISO (S1, O1). 

2. Mengoptimalkan 
penerapan prosedur 
operasional standar 
pelaksanaan 
pembelajaran agar sesuai 
dengan standar 
manajemen mutu ISO 
(S2, O1). 

3. Mengoptimalkan Wakil 
Kepala Sekolah Bidang 
SDM dan staff yang dapat 
melaksanakan sistem 
manajemen mutu (S3, 
O1). 

4. Mengoptimalkan 
keberadaan mitra Badan 
Sertifikasi ISO dan SMK 
yang sudah bersertifikat 
ISO untuk implementasi 
pelaksanaan SMM di SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (S4, O1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah SDM untuk 
melaksanakan Sistem 
Manajemen Mutu (SMM 
dengan peluang 
pendambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan sertifikasi 
dan pelaksanaan SMM ISO 
21001-2018 (Sistem 
Manajemen Mutu 
Pendidikan) dengan 
peluang penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu  
(W2, O1). 
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2. Sertifikat ISO 
memberikan 
jaminan 
pelaksanaan 
mutu proses. 

1. Mengoptimalkan 
penerapan pedoman mutu 
sekolah agar sesuai dengan 
sistem manajemen mutu 
ISO (S1, O2). 

2. Mengoptimalkan 
penerapan prosedur 
operasional standar 
pelaksanaan pembelajaran 
agar sesuai dengan  
standar manajemen mutu 
ISO (S2, O2). 

3. Mengoptimalkan Wakil 
Kepala Sekolah Bidang 
SDM dan staff yang dapat 
melaksanakan sistem 
manajemen mutu (S3, O2). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah SDM untuk 
melaksanakan Sistem 
Manajemen Mutu (SMM 
dengan peluang 
pendambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O2). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan 
sertifikasi dan 
pelaksanaan SMM ISO 
21001-2018 (Sistem 
Manajemen Mutu 
Pendidikan) dengan 
peluang penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu  
(W2, O2). 

Ancaman (T) ST WT 
 
 
 
 
 
 

 
1. Ketidaksiapan 

SDM 
melaksanakan 
SMM yang di 
tetapkan 
Badan 
Sertifikasi 
ISO. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan SMM oleh 
Wakil Kepala Sekolah 
Bidang SDM dan staff 
untuk penyiapan SDM 
dalam melaksanakan 
sistem manajemen mutu 
agar sesuai dengan 
standar ISO (S3, T1) 

2. Mengotimalkan kerjasama 
dengan mitra Badan 
Sertifikasi ISO dan SMK 
yang sudah bersertifikat 
ISO dalam pelaksanaan 
SMM ISO di SMK Negeri di 
Provinsi Bengkulu. 

1. Mengoptimalkan 
jumlah SDM untuk 
melaksanakan Sistem 
Manajemen Mutu 
(SMM) melalui kegiatan 
pelatihan SMM ISO  
dan penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, T1). 

2. Keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
sertifikasi dan 
pelaksanaan SMM ISO 
21001-2018 
(Sistem Manajemen 
Mutu Pendidikan) 
dengan penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, T1). 

 

 
2. Besarnya 

pembiayaan 
pelaksanaan 
SMM ISO. 

Mengoptimalkan peran Wakil 
Kepala Sekolah bidang SDM 
dan staff untuk penyiapan 
SDM dalam melaksanakan 
sistem manajemen mutu agar 
sesuai dengan standari ISO 
(S3, T2) 

Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan sertifikasi 
dan pelaksanaan SMM ISO 
21001-2018 (Sistem 
Manajemen Mutu 
Pendidikan) dengan 
penambahan pendapatan 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, T2). 

 

4.a. Analisis SWOT  untuk  mencapai  sasaran “Mewujudkan  Link  and  

Macth dalam bentukkerjasama dengan dunia kerja berstandar 

nasional”. 

Tabel 15: Analisis SWOT “Mewujudkan Link and Macth dalam 
bentukkerjasama dengan dunia kerja berstandar nasional”. 

FAKTOR INTERNAL 
Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) 
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 1. Memiliki kurikulum KOS 
yang disusun bersama 
dunia industri. 

2. Program keahlian 
mempunyai MOU 
dengan industri mitra. 

3. Program keahlian 
mempunyai SDM untuk 
melaksanakan Link and 
Match dengan dunia 
industri. 

4. Program keahlian 
mempunyai guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri. 

1. Keterbatasan jumlah 
guru kejuruan. 

2. Keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match bersama dunia 
industri. 

3. Peralatan praktik 
belum sesuai dengan 
standar dunia 
industri. 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Adanya 

program 
revitalisasi 
peralatan SMK. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam merencanakan 
peralatan yang sesuai 
standar dunia industri 
(S1, O1). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan peralatan 
yang standar industri 
(S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match dengan 
dunia industri (S3, O3). 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri (S4, O4). 

1. Mengatasi 
keterbatasan jumlah 
guru kejuruan dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, O1). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match bersama dunia 
industri dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

3. Mengatasi peralatan 
praktik belum sesuai 
dengan standar dunia 
industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

 
 
 
 
 
 
 

2. Dunia industri 
memberikan 
kesempatan 
membuka 
kelas Industri. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam merencanakan 
membuka kelas industri 
(S1, O2). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan kelas 
industri (S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match melalui 
kelas industri (S3, O3). 

1. Mengatasi 
keterbatasan jumlah 
guru kejuruan dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, O1). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match bersama dunia 
industri dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

3. Mengatasi peralatan 
praktik belum sesuai 
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  dengan standar dunia 
industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W3, O1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dunia industri 
memberikan 
kesempatan 
melaksanakan 
guru tamu dari 
Industri. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam merencanakan 
peralatan yang sesuai 
standar dunia industri 
(S1, O2). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan peralatan 
yang standar industri 
(S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match dengan 
dunia industri (S3, O3). 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri (S4, O4). 

1. Mengatasi 
keterbatasan 
jumlahguru kejuruan 
untuk melaksanakan 
kelas industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK  
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, O1). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
kelas industri dengan 
penambahan  
anggaran SMK Negeri  
di Provinsi Bengkulu 
(W2, O1). 

3. Mengatasi peralatan 
praktik belum sesuai 
dengan standar dunia 
industri pada kelas 
industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W3, O1). 

Ancaman (T) ST WT 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Dunia industri 

sudah 
menggunakan 
peralatan 
terkini sesuai 
dengan Era 
Industri 4.0. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan peralatan 
yang standar industri 4.0 
(S2, T1). 

2. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match 
penggunaan peralatan 
bersama industri mitra 
(S4, T1). 

1. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match penyesuaian 
peralatan standar 
industri 4.0 bersama 
dunia industri dengan 
penambahan  
anggaran SMK Negeri  
di Provinsi Bengkulu 
(W2, O1). 

2. Mengatasi peralatan 
praktik belum sesuai 
dengan standar dunia 
industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 
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2. Adanya SMK 

sejenis yang 
melaksanakan 
link and 
match dengan 
dunia 
industri. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 

dalam link and match 
dengan dunia industri 
(S1, T2). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 

link and match dengan 
dunia industri (S2, T2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match dengan 
dunia industri (S3, T3). 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri (S4, T4). 

1. Mengatasi 
keterbatasan 
jumlahguru kejuruan 
untuk melaksanakan 
kelas industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, T1). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
kelas industri dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, T1). 

3. Mengatasi peralatan 
praktik belum sesuai 
dengan standar dunia 
industri pada kelas 
industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W3, T1). 

4.b. Analisis SWOT untuk mencapai sasaran  “Mewujudkan Link and  

Macth dalam bentukkerjasama dengan dunia kerja berstandar 

nasional”. 

Tabel 16: Analisis SWOT “Mewujudkan Link and Macth dalam 
bentukkerjasama dengan dunia kerja berstandar 
internasional”. 

FAKTOR INTERNAL 

Faktor 
Internal 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Memiliki kurikulum KOS 
yang disusun bersama 
dunia industri. 

2. Program keahlian 
mempunyai MOU dengan 
industri mitra. 

3. Program keahlian 
mempunyai SDM untuk 
melaksanakan Link and 
Match dengan dunia 
industri. 

4. Program keahlian 
mempunyai guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri. 

1. Keterbatasan jumlah 
guru kejuruan. 

2. Keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and match 
bersama dunia industri. 

3. Peralatan praktik belum 
sesuai dengan standar 
dunia industri. 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

1. Adanya 
program 
revitalisasi 
peralatan 
SMK. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam merencanakan 
peralatan yang sesuai 

1. Mengatasi 
keterbatasan jumlah 
guru kejuruan dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi  
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 Standar dunia industri  
(W1, O1). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan peralatan 
yang standar industri 
(S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match dengan 
dunia industri (S3, O3). 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri (S4, O4). 

Bengkulu (W1, O1). 
2. Mengatasi 

keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match bersama dunia 
industri dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

3. Mengatasi peralatan 
praktik belum sesuai 
dengan standar dunia 
industri dengan 
penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

 
 
 
 
 
 
 

2.  Dunia 
industri 
memberikan 
kesempatan 
membuka 
kelas 
Industri. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam merencanakan 
membuka kelas industri 
(S1, O2). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
Politeknik Sriwijaya 
Selaku pendamping SMK 
PK dalam merencanakan 
industri khususnya 
industri internasional (S2, 
O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan Link 
and Matchdengan industri 
nasional / internasional 
(S3, O3). 

1. Mengatasi 
keterbatasan jumlah 
guru kejuruan dengan 
penambahan 
pendapatan SMK  
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, O1). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match bersama dunia 
industri nasional / 
internasional dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

Ancaman (T) ST WT 
 
 

 
1. Dunia 

industri 
internasional 
sudah 
menggunakan 
peralatan 
terkini sesuai 
dengan Era 
Industri 4.0. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
Politeknik Sriwijaya 
selaku pendamping SMK 
PK dalam merencanakan 
kebutuhan peralatan yang 
standar industri 4.0 (S2, 
T1). 

2. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match 
penggunaan peralatan 
bersama industri mitra 
(S4, T1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
dengan penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri 
internasional dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

5.a. Analisis SWOT untuk mencapai sasaran “Memberikan pembelajaran 

tentang budaya Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) atau 

budaya industri lainnya di lingkungan sekolah”. 

https://jdih.bengkuluprov.go.id

https://jdih.bengkuluprov.go.id
https://jdih.bengkuluprov.go.id


 
 

Tabel 17: Analisis SWOT “Memberikan pembelajaran tentang budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) atau budaya 
industri lainnya di lingkungan sekolah”. 

FAKTOR INTERNAL 
Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Memiliki kurikulum KOS 
yang disusun bersama 
dunia industri. 

2. Program keahlian 
mempunyai MOU dengan 
industri mitra. 

3. Program keahlian 
mempunyai SDM untuk 
melaksanakan Link and 
Match dengan dunia 
industri. 

4. Program keahlian 
mempunyai guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match bersama 
dunia industri. 

1. Keterbatasan jumlah 
guru kejuruan. 

2. Keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match bersama dunia 
industri. 

3. Peralatan praktik 
belum sesuai dengan 
standar dunia industri. 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Dunia 

Industri 
sudah 
melaksanakan 
budaya 
Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan 
Rajin (5R) 
ataupun 
budaya 
industri 
lainnya. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya (S1, O1). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan industri 
mitra dalam 
melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya(S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya (S3, O3). 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya (S4, O4). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
untuk melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnyadengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W2, O1). 

3. Mengatasi peralatan 
praktik yang belum 
sesuai dengan standar 
dunia industri untuk 
melaksanakan 
pembelajaran dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W3, O1). 

2. Dunia 
industri 
memberikan 
kesempatan 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
untuk melaksanakan 
melaksanakan 
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belajar di 
industri 
tentang 5R. 

dalam melaksanakan 
pembelajaran 5R ataupun 
budaya industri lainnya 
(S1, O2). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 5R ataupun 
budaya industri lainnya 
(S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 5R ataupun 
budaya industri lainnya 
(S3, O3). 

pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, O2). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W2, O2). 

Ancaman (T) ST WT 
 
 
 
 

 
1. Dunia industri 

dan 
masyarakat 
sudah sadar 
dan selektif 
dalam 
melaksanakan 
budaya 5R. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan industri 
mitra dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 5R ataupun 
budaya industri lainnya 
(S2, T1). 

2. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan 
melaksanakan 
pembelajaran 5R ataupun 
budaya industri lainnya 
(S4, T1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
dalam melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, T1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, T1). 

5.b. Analisis SWOT untuk mencapai sasaran “Melaksanakan praktik 

budaya Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) ataupun budaya 

industri lainnya di lingkungan sekolah”. 

Tabel 18: Analisis SWOT “Melaksanakan praktik budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, Rawat, dan Rajin (5R) ataupun budaya 
industri lainnya di lingkungan sekolah”. 

FAKTOR INTERNAL 
Faktor Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

 1. Program keahlian 
mempunyai 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri. 

2. Program keahlian 
mempunyai MOU 
dengan industri mitra. 

3. Program keahlian 
mempunyai SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match 
dengan dunia 
industri. 

4. Program keahlian 
mempunyai guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan program 

1. Keterbatasan 
jumlah guru 
kejuruan. 

2. Keterbatasan anggaran 
untuk melaksanakan 
program link and 
match bersama dunia 
industri. 

3. Peralatan praktik 
belum sesuai dengan 
standar dunia industri. 
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 link and match bersama 
dunia industri. 
 

 

FAKTOR EKSTERNAL 
Peluang (O) SO WO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  Dunia Industri 

sudah 
melaksanakan 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R). 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya di lingkungan 
sekolah (S1, O1). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOU SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
praktik budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, Rawat, 
dan Rajin (5R) ataupun 
budaya industri lainnya 
di lingkungan sekolah 
(S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya di lingkungan 
sekolah (S3, O3). 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk praktik 
budaya Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun budaya 
industri lainnya (S4, O4). 

1. Mengatasi 
keterbatasan jumlah 
guru kejuruan untuk 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan 
Rajin (5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya di 
lingkungan sekolah 
dengan penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, O1). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
dengan penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O1). 

3. Mengatasi peralatan 
praktik yang belum 
sesuai dengan standar 
dunia industri untuk 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
dengan penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W3, O1). 

 
 
 
 
 

 
2.  Dunia industri 

memberikan 
kesempatan 
belajar di 
industri tentang 
5R. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan kurikulum 
KOS yang disusun 
bersama dunia industri 
dalam praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya di lingkungan 
sekolah (S1, O2). 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra praktik 
budaya Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah  
(S2, O2). 

3. Mengoptimalkan SDM 

1. Mengatasi 
keterbatasan jumlah 
guru kejuruan untuk 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
dengan penambahan 
pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W1, O2). 

2. Mengatasi 
keterbatasan anggaran 
untuk praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
dengan penambahan 
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 untuk praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya industri 
lainnya di lingkungan 
sekolah (S3, O3). 

pendapatan SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, O2). 

Ancaman (T) ST WT 

 
 
 
 
 

 
1. Dunia industri 

dan masyarakat 
sudah sadar dan 
selektif dalam 
melaksanakan 
budaya 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOU SMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan industri 
mitra dalam praktik 
budaya Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah (S2, 
T1). 

2. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan praktik 
budaya Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah (S4, 
T1). 

1. Mengatasi keterbatasan 
jumlah guru kejuruan 
dalam melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya dengan 
penambahan 
pendapatan SMK Negeri 
di Provinsi Bengkulu 
(W1, T1). 

2. Mengatasi keterbatasan 
anggaran untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya dengan 
penambahan anggaran 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (W2, T1). 

Strategi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sudah digunakan dari 

analisa SWOT sebelumnya beserta arah kebijakan dari setiap strategi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 19. Strategi Pencapaian Sasaran dan Tujuan SMK 
 

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 

1 Mewujudkan 
kualitas 
lulusan yang 
memiliki 
kompetensi 
softskill. 

Peserta didik, 
pendidik, 
tendik/pegawai 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelaksanaan 
pembelajaran melalui 
penerapan kurikulum 
operasional sekolah 
(KOS), peningkatan 
keterserapan lulusan 
dan pemenuhan 
akreditasi sekolah (S1, 
O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
kurikulum 
operasional 
sekolah 

3. Mengoptimalkan 
sarana penerapan 
Projek Penguatan 
Profil Pelajar Pancasila 
(P5) (S3, O1). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang pembantu. 

3. Mengoptimalkan 
tenaga pelayanan 
dengan panduan SOP 
Pelayanan (S4,O1). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang pembantu. 

   

4. Mengoptimalkan 
adanya komitmen 
pimpinan dengan 
memanfaatkan adanya 
dukungan kebijakan 
daerah melalui  

Identifikasi 
peluang program- 
program 
pemerintah dan 
pemda yang dapat 
membantu  
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
   perencanaan dan 

manajemen yang baik 
(S2,O2). 

pengembangan 
SMK. 

5. Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
penerapan Projek 
Penguatan Profil 
Pelajar Pancasila (P5) 
(S3, O3). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang  
pembantu. 

5. Mengoptimalkan 
informasi 
keberadaan Projek 
Penguatan Profil 
Pelajar Pancasila 
(P5), layanan 
pendukung SMK dan 
berbagai 
keunggulannya  
melalui berbagai 
sarana informasi (S5, 
O3) 

Meningkatkan 
promosi layanan 
bengkel, layanan 
pendukung SMK 
dan berbagai 
keunggulannya 
melalui media 
sosial. 

Mewujudkan 
kualitas 
lulusan yang 
memiliki 
kompetensi 
hardskill. 

Peserta didik, 
pendidik, 
tendik/pegawai 
. 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelaksanaan 
pembelajaran melalui 
penerapan kurikulum 
operasional sekolah 
(KOS), peningkatan 
keterserapan lulusan 
dan pemenuhan 
akreditasi sekolah (S1, 
O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
kurikulum 
operasional 
sekolah. 

2. Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
pembelajaran yang 
dapat dipenuhi (S3, 
O1). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang pembantu. 

3. Mengoptimalkan 
tenaga pelayanan 
dengan panduan SOP 
Pelayanan (S4,O1). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang 
pembantu. 

4. Mengoptimalkan 
adanya komitmen 
pimpinan dengan 
memanfaatkan adanya 
dukungan kebijakan 
daerah melalui 
perencanaan dan 
manajemen yang baik 
(S2,O2). 

Identifikasi 
peluang program- 
program 
pemerintah dan 
pemda yang dapat 
membantu 
pengembangan 
SMK. 

5. Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
pembelajaran dan  

       jenis layanan orang 
dapat dipenuhi (S3, 

     O3). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang 
pembantu. 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
   6. Mengoptimalkan 

tenaga pelayanan 
dengan panduan SOP 
Pelayanan (S4, O3). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang 
pembantu. 

7. Mengoptimalkan 
informasi keberadaan 
sekolah, RPS / 
Bengkel 
/ Laboratorium, 
layanan pendukung 
SMK dan berbagai 
keunggulannya 
melalui berbagai 
sarana informasi (S5, 
O3) 

Meningkatkan 
promosi layanan 
bengkel, layanan 
pendukung SMK 
dan berbagai 
keunggulannya 
melalui media 
sosial. 

2. Membekali 
peserta didik 
dengan 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
kewirausahaa 
n, dan selalu 
berwawasan 
lingkungan 
untuk siap 
kerja di era 
industri 4.0. 

Membekali 
peserta didik 
dengan 
pengetahuan 
dan 
keterampilan 
kewirausahaan 
, dan selalu 
berwawasan 
lingkungan 
untuk siap 
kerja di era 
industri 4.0. 

1. Mengoptimalkan mutu 
pelaksanaan 
pembelajaran melalui 
penerapan kurikulum 
operasional sekolah 
(KOS) berbasis 
kompetensi (S1, O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
kurikulum 
operasional 
sekolah. 

2. Mengoptimalkan 
ketersediaan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi 
yang dapat dipenuhi 
(S2, O1). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang pembantu. 

3. Mengoptimalkan guru 
untuk melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan dan 
teknologi informasi 
dengan panduan SOP 
Pelayanan (S3,O1). 

Supervisi, 
monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
pembelajaran di 
sekolah. 

4. Mengoptimalkan 
pemanfaatan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, 
teknologi informasi 
yang sesuai dengan 
permintaan 
produk/jasa pelaku 
bisnis/pasaran (S2, 
O2). 

Meningkatkan 
promosi layanan 
bengkel, layanan 
pendukung SMK 
dan berbagai 
keunggulannya 
melalui media 
sosial. 

5. Mengoptimalkan guru- 
guru untuk 
melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi, 
kewirausahaan, dan 
teknologi informasi 
untuk menghasilkan 
produk hasil 
pembelajaran sesuai 
dengan permintaan 
pasar (S3, O2). 

Supervisi, 
monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
pembelajaran di 
sekolah. 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
   6. Mengoptimalkan 

pelaksanaan kurikulum 
operasional sekolah 
(KOS) berbasis 
kompetensi dengan 
memasukan muatan 
penjualan online sesuai 
dengan perkembangan 
penjualan online (S1, 

      O3). 

Supervisi, 
monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
pembelajaran di 
sekolah. 

7. Mengoptimalkan 
penggunaan sarana 
pembelajaran berbasis 
kompetensi sesuai 
dengan perkembangan 
pemasaran online. 

Supervisi, 
monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
pembelajaran di 
sekolah. 

8. Memaksimalkan guru- 
guru melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi sesuai 
dengan pemasaran 
online (S3,O3). 

Supervisi, 
monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
pembelajaran di 
sekolah. 

3. 1. Meningkatk 
an budaya 
kerja dan 
inovasi 
warga 
sekolah. 

Peserta didik, 
pendidik, 
tendik/pegawai 
. 

1. Mengoptimalkan 
kurikulum operasional 
sekolah (KOS) berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5 sesuai 
dengan kebutuhan 
SDM dunia industri 
(S1, O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
kurikulum 
operasional 
sekolah (KOS) 
berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5. 

2. Mengoptimalkan 
penggunaan sarana 
pembelajaran budaya 
kerja dan Inovasi bagi 
warga sekolah agar 
sesuai dengan 
kebutuhan SDM dunia 
industri (S2, O1). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang pembantu. 

3. Mengoptimalkan guru- 
guru melaksanakan 
pembelajaran berbasis 
kompetensi agar sesuai 
dengan kebutuhan 
SDM dunia industri. 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
kurikulum 
operasional 
sekolah (KOS) 
berbasis 
kompetensi dan 
Implementasi P5. 

4. Mengoptimalkan 
kerjasama dengan 
Industri Mitra / 
Pasangan untuk 
menghasilkan SDM 
sesuai kebutuhan 
dunia kerja. 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
kerjasama  
dengan Industri 
Mitra / Pasangan. 

2. Menerapka 
n prinsip 
manajemen 
mutu ISO 
dalam 
penyelengg 
araan 
sekolah. 

Pendidik, 
Tendik dan 
Pegawai. 

1. Mengoptimalkan 
penerapan pedoman 
mutu sekolah agar 
sesuai dengan sistem 
manajemen mutu ISO 
(S1, O1). 

Pelatihan SMM, 
Implementasi dan 
evaluasi program. 

2. Mengoptimalkan 
penerapan prosedur 
operasional standar  

Pelatihan 
penyusunan 
Dokumen, audit  
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
   pelaksanaan 

pembelajaran agar 
sesuai dengan standar 
manajemen mutu ISO 
(S2, O1). 

internal dan 
eksternal,  
tinjauan 
manajemen dan 
evaluasi program. 

3. Mengoptimalkan Wakil 
Kepala Sekolah Bidang 
SDM dan staff yang 
dapat melaksanakan 
sistem manajemen 
mutu (S3, O1). 

Pelatihan SMM, 
Implementasi dan 
evaluasi program. 

4. Mengoptimalkan 
keberadaan mitra 
Badan Sertifikasi ISO 
dan SMK yang sudah 
bersertifikat ISO untuk 
implementasi 
pelaksanaan SMM di 
SMK Negeri di Provinsi 
Bengkulu (S4, O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
kerjasama 
dengan badan 
sertifikasi ISO. 

5. Mengoptimalkan 
penerapan pedoman 
mutu sekolah agar 
sesuai dengan sistem 
manajemen mutu ISO 
(S1, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan  
SMM ISO. 

6. Mengoptimalkan 
penerapan prosedur 
operasional standar 
pelaksanaan 
pembelajaran agar 
sesuai dengan standar 
manajemen mutu ISO 
(S2, O2). 

Pelatihan SMM, 
Implementasi dan 
evaluasi program. 

7. Mengoptimalkan Wakil 
Kepala Sekolah Bidang 
SDM dan staff yang 
dapat melaksanakan 
sistem manajemen 
mutu (S3, O2). 

Pelatihan SMM, 
Implementasi dan 
evaluasi program. 

4. 1. Mewujudkan 
Link and 
Macth dalam 
bentuk 
kerjasama 
dengan 
dunia kerja 
berstandar 
nasional / 
internasional 

Pendidik, 
Dunia 
Usaha/Dunia 
Industri. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
merencanakan 
peralatan yang sesuai 
standar dunia industri 
(S1, O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
penyusunan 
peralatan yang 
sesuai standar 
industri. 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan peralatan 
yang standar industri 
(S2, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
penyusunan 
peralatan yang 
sesuai standar 
industri. 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match dengan 
dunia industri (S3, 

     O3). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
penyusunan 
peralatan yang 
sesuai standar 
industri. 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
   4. Mengoptimalkan guru 

kejuruan untuk 
melaksanakan program 
link and match 
bersama dunia industri 
(S4, O4). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dalam 
melaksanakan 
program link and 
match bersama 
dunia industri. 

5. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
merencanakan 
membuka kelas 
industri (S1, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
penyusunan  
kelas industri. 

6. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan kelas 
industri (S2, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
penyusunan  
kelas industri. 

7. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match 

      melalui kelas industri 
(S3, O3). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan Link 
and Match  
melalui kelas 
industri. 

8. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
merencanakan 
peralatan yang sesuai 
standar dunia industri 
(S1, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
penyusunan 
perencanaan 
peralatan standar 
industri. 

9. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan peralatan 
yang standar industri 
(S2, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
penyusunan 
perencanaan 
peralatan standar 
industri. 

10. Mengoptimalkan 
SDM untuk 
melaksanakan Link 
and Match dengan 
dunia industri (S3, 
O3). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan Link 
and Match 
dengan dunia 
industri. 

11. Mengoptimalkan 
guru kejuruan untuk 
melaksanakan 
program link and 
match bersama 

          dunia industri (S4, 
O4). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
program link and 
match bersama 
dunia industri. 

2. Mewujudkan 
Link and 

Pendidik dan 
Dunia 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
 Macth dalam 

bentuk 
kerjasama 
dengan 
dunia kerja 
berstandar 
internasional 
di bidang 
otomotif, 
Kemaritiman 
dan teknik 
informatika. 

Usaha/Dunia 
Industri. 

kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
merencanakan 
peralatan yang sesuai 
standar dunia industri 
(S1, O1). 

pelaksanaan 
perencanaan 
peralatan yang 
sesuai standar 
dunia industri. 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
merencanakan 
kebutuhan peralatan 
yang standar industri 
(S2, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
perencanaan 
peralatan yang 
sesuai standar 
dunia industri. 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
Link and Match dengan 
dunia industri (S3, 

     O3). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan Link 
and Match 
dengan dunia 
industri. 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan 

     program link and 
match bersama dunia 
industri (S4, O4). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
dan pengurus 
barang  
pembantu. 

5. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
merencanakan 
membuka kelas 
industri (S1, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
perencanaan 
kelas industri. 

6. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
Perguruan Tinggi 
dalam merencanakan 
kelas industri (S2, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
perencanaan 
kelas industri. 

7. Mengoptimalkan SDM 
dan Perguruan Tinggi 
untuk melaksanakan 
Link and Match 
khususnya industri 
internasional (S3, O3). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pelaksanaan 
perencanaan Link 
and Match 
khususnya 
industri 
internasional 

5. 1. Memberika 
n 
pembelajar 
an tentang 
budaya 
Ringkas, 
Rapih, 
Resik, 
Rawat, dan 
Rajin (5R) 
ataupun 
budaya 
industri  

Peserta Didik, 
Pendidik, 
Tendik/Pegawa 
i. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya (S1, 
O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
perencanaan 
pembelajaran 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

2. Mengoptimalkan Monitoring dan 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
 lainnya di 

lingkungan 
sekolah. 

      pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya (S2, 
O2). 

evaluasi atas 
perencanaan 
pembelajaran 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya (S3, 
O3). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
melaksanakan 
pembelajaran budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya (S4, 
O4). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

5. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya (S1, 
O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pembelajaran 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

6. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya (S2, 
O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
pembelajaran 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R). 

7. Mengoptimalkan SDM 
untuk melaksanakan 
pembelajaran 5R 
ataupun budaya 
industri lainnya (S3, 
O3). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
untuk 
melaksanakan 
pembelajaran 
budaya Ringkas, 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
    Rapih, Resik, 

Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

2. Melaksana 
kan praktik 
budaya 
Ringkas, 
Rapih, 
Resik, 
Rawat, dan 
Rajin (5R) 
ataupun 
budaya 
industri 
lainnya di 
lingkungan 
sekolah. 

Peserta Didik, 
Pendidik, 
Tendik/Pegawa 
i. 

1. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
(S1, O1). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan 
Rajin (5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

2. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 
Negeri di Provinsi 
Bengkulu dengan 
industri mitra dalam 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
(S2, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan 
Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya. 

3. Mengoptimalkan SDM 
untuk praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
(S3, O3). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
untuk praktik 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

4. Mengoptimalkan guru 
kejuruan untuk 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya (S4, 
O4). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
untuk praktik 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya. 

5. Mengoptimalkan 
pelaksanaan 
kurikulum KOS yang 
disusun bersama 
dunia industri dalam 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
(S1, O2). 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
praktik budaya 
Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan 
Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya. 

6. Mengoptimalkan 
pelaksanaan MOUSMK 

Monitoring dan 
evaluasi atas 
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NO TUJUAN SASARAN STRATEGI 
ARAH 

KEBIJAKAN 
   Negeri di Provinsi 

Bengkulu dengan 
industri mitra praktik 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, Rawat, 
dan Rajin (5R) ataupun 
budaya industri 
lainnya di lingkungan 
sekolah (S2, O2). 

praktik budaya 
Ringkas, Rapih, 
Resik, Rawat, dan 
Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya. 

7. Mengoptimalkan SDM 
untuk praktik budaya 
Ringkas, Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin (5R) 
ataupun budaya 
industri lainnya di 
lingkungan sekolah 
(S3, O3). 

Meningkatkan 
kapasitas dan 
kapabilitas, guru, 
tenaga pendidik, 
untuk praktik 
budaya Ringkas, 
Rapih, Resik, 
Rawat, dan Rajin 
(5R) ataupun 
budaya industri 
lainya. 
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BAB V 

PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN 

KERANGKA PENDANAAN 

A. Program Pengembangan. 

Rencana  Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis 

(Renstra) adalah Dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) 

tahunan. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah sistem yang diterapkan  oleh  unit  pelaksana  teknis  

dinas/badan  daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai 

pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

Rencana Strategis (Renstra) BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

ini merupakan perencanaan lima tahunan yang disusun untuk menjelaskan 

strategi pengelolaan BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dengan 

mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan 

teknis  analisis  bisnis dimana penetapannya menggunakan Peraturan 

Kepala Daerah. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 42 menyebutkan bahwa Unit 

Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD, 

menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku sebagai bagian dari Rencana Strategis 

(Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pelaksanaan Rencana 

Strategis (Renstra) harus berdasarkan pada peningkatan pelayanan 

masyarakat, efisiensi, efektivitas, produktifitas berdasarkan praktek bisnis 

yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan. Implementasi 

rencana strategis ini juga harus dilakukan dengan memperhatikan 

fleksibilitas dari penerapan BLUD. Selanjutnya, Rencana Strategis (Renstra) 

ini akan dipakai sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 

dan digunakan sebagai evaluasi kinerja untuk setiap tahunnya. 

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Unit Pelaksana 

Teknis dinas/badan Daerah yang akan menerapkan BLUD harus 

menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 

undangan sebagai bagian dari Renstra BLUD SMK. Penyusunan Renstra 

oleh  Unit  Pelaksana  Teknis Dinas / Badan Daerah yang akan 

menerapkan BLUD dalam hal ini adalah BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu memuat: Rencana pengembangan layanan, strategi dan arah 
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kebijakan, rencana program kegiatan, dan rencana keuangan. 

Berkenaan dengan program pengembangan yang akan dilakukan di 

BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu adalah peningkatan hasil 

pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekolah ataupun 

masyarakat. Hasil pembelajaran yang dimaksudkan adalah hasil praktik 

pembelajaran dalam bentuk teaching factory (TEFA) pada bidang berikut: 

1. Teknologi Konstruksi dan Bangunan; 

2. Teknologi manufaktur dan rekayasa; 

3. Energi dan Pertambangan; 

4. Teknologi informasi; 

5. Kesehatan dan pekerjaan sosial; 

6. Agribisnis dan agriteknologi; 

7. Kemaritiman; 

8. Bisnis dan Manajemen; 

9. Pariwisata; dan 

10. Seni dan ekonomi kreatif. 

 
B. Strategi dan arah Kebijakan. 

Strategi  yang  dilakukan untuk meningkatkan mutu hasil 

pembelajaran adalah dengan menerapkan model pembelajaran teaching 

factory (TEFA) dan pengembangan pembelajaran kewirausahaan. 

Pembelajaran diawali dengan pembelajaran teori dan kemudian dilanjutkan 

dengan pembelajaran praktik. Alokasi waktu pembelajaran teori sekitar 

30% dan praktik sebanyak 70%. 

Agar program yang dikembangkan pada BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu dapat maksimal maka arah kebijakan pembelajaran adalah 

peningkatan kualitas pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya.  Peserta didik 

perlu mendapatkan tambahan materi pendukung agar peserta didik dapat 

mendapatkan pengalaman bisnis dan bermanfaat setelah peserta didik 

menamatakan pendidikan di SMK. Materi-materi pendukung yang perlu 

dikenalkan kepada peserta didik sebagai berikut: 
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Tabel 20: Strategi dan Arah Kebijakan 
 

No Tingkat Materi 
Level 

Kompetensi 
Ket 

 
1. 

 
Kelas X 

Mapel Kejuruan, 
Kewirausahaan, Mapel 
lain yang relevan dan 
mencari peluang usaha. 

 
Dasar 

Peserta didik 
kelas X diarahkan 
mencari 
pelanggan 

 

 
2. 

 

 
Kelas XI 

Mapel Kejuruan, 
Pemasaran Digital, 
Kewirausahaan, Mapel 
lain yang relevan, dan 
Pelaksana pekerjaan 
dasar 

 

 
Menengah 

Peserta didik 
kelas XI 
diarahkan untuk 
melaksanakan 
pekerjaan dasar. 

 

 
3. 

 

 
Kelas XII 

Mapel Kejuruan, Laporan 
Keuangan, Pemasaran 
Digital, Kewirausahaan, 
dan Mapel lain yang 
relevan. 

 

 
Mahir 

Peserta didik 
kelas XII 
diarahkan untuk 
pekerjaan 
finishing 
beroritensi ke 
mutu. 

 
C. Rencana Keuangan. 

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu yang akan menerapkan BLUD pada tahun 2025 sampai dengan 

2029 dapat dituangkan seperti tabel berikut: 

 
Tabel 21: Rencana Keuangan BLUD SMK 

 

 
No 

Jenis 
Pendapatan 

Tahun 2025 
(Rp) 

Tahun 2026 
(Rp) 

Tahun 2027 
(Rp) 

Tahun 2028 
(Rp) 

Tahun 2029 
(Rp) 

       

      

      

      

Jumlah      

 
D. Rencana Program Kegiatan. 

Berdasarkan Rencana Pendapatan SMK dan berdasarkan Tujuan dan 

Sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun 

rencana program, kegiatan dan subkegiatan pada SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu selama 5 tahun kedepan sesuai periode kepemimpinan Gubernur 

Provinsi Bengkulu. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan meliputi 

berikut ini: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana 

BLUD SMK meliputi kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut: 
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a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. 

1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya. 

b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dan/ atau BLUD 

SMK. 

1) SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 

c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah. 

1) SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari dana 

APBD meliputi kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 

Daerah. 

2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. 

3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 

RKA-SKPD. 

4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD. 

5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD. 

6) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

1) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 

2) Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. 

3) Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 

4) Subkegiatan  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD. 

5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. 

6) Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran. 

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

1) Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah pada SKPD. 

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 
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1) Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 

Kepegawaian. 

2) Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai. 

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

1) Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu. 

2) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD. 

3) Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. 

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah. 

1) Subkegiatan Pengadaan Mebel. 

2) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya. 

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 

Listrik. 

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah. 

1) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya. 

3. Program Pengelolaan Pendidikan yang dibiayai dari dana BLUD meliputi 

kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

1) Subkegiatan Link and Match dengan dunia kerja/dunia industri. 

b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 

1) Subkegiatan Pelayanan TEFA SMK. 

4. Program Pengelolaan Pendidikan yang dibiayai dari dana APBD meliputi 

kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut: 

a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 

1) Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik. 

2) Subkegiatan  Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi 

Peserta Didik. 

3) Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik. 

4) Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah 

Kejuruan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 
A. Kesimpulan 

Rencana Strategis Bisnis SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

merupakan panduan bagi SMK Negeri di Provinsi Bengkulu dalam 

melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rencana Strategis (Renstra) Bisnis BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu ditujukan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi 

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada Dokumen RPJMD Pemerintah 

Provinsi Bengkulu  tahun 2025  yang disusun dalam bentuk Visi, 

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BLUD SMK Negeri di 

Provinsi Bengkulu yang dalam pelaksanaannya disusun program, 

kegiatan, dan subKegiatan. Visi BLUD SMK Negeri di Provinsi 

Bengkulu  disusun  dan disesuaikan berdasarkan visi dan 

karakteristik sekolahnya, dan diharapkan menjadi arah 

penyelenggaraan pendidikan vokasi di wilayah provinsi Bengkulu 

selama lima tahun ke depan. 

b. SMK Negeri di Provinsi Bengkulu memerlukan Penerapan Badan 

Layanan Umum Daerah  (BLUD) yang memiliki fleksibilitas 

pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. 

c. Penyusunan  Rencana  Strategi  BLUD 2025 s.d. 2029 merupakan 

salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk 

menjadi sekolah yang dapat menerapkan BLUD SMK. 

B. Langkah-langkah Implementasi 

Langkah-langkah  implementasi  untuk pelaksanaan Rencana 

Strategis Bisnis BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi penerapan BLUD pada SMK Negeri di Provinsi Bengkulu 

ini memerlukan masa transisi. Selama masa transisi akandilaksanakan 

sosialisasi, penyesuaian terhadap sistem, pelatihan sumber daya 

manusia, desain akuntansi, analisis biaya dan tarif serta langkah- 

langkah lain yang diperlukan. 

2. Situasi yang mempengaruhi SMK Negeri di Provinsi Bengkulu akan 

selalu  mengalami  perubahan.  Oleh  karena  itu  BLUD  SMK  harus 
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melakukan penyesuaian untuk menjamin konsisten strategi, kebijakan, 

program, kegiatan, anggaran dan prosedur pelaksanaan. 

 
C. Harapan 

SMK sebagai pusat pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan 

pendidikan kejuruan akan lebih aktif mencari terobosan dalam rangka 

memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Tugas pimpinan BLUD SMK 

dan tenaga teknisis BLUD SMK adalah menciptakan strategi pelayanan 

prima di SMK dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap SMK, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk itu, 

semua jajaran  di  Dinas  Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 

dan BLUD SMK Negeri di Provinsi Bengkulu memiliki komitmen yang tinggi 

untuk mewujudkan pelayanan prima di SMK dengan cara mengubah pola 

pengelolaan keuangannya dalam bentuk penerapan BLUD SMK. 
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B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 
PROVINSI BENGKULU 

 

 
SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 

OPERASIONAL 
INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 
LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 

2025 

 

2026 

 

2027 

 

2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Pelayanan 

Pendidika

n oleh 

BLUD 

SMKN di 

Provinsi 

Bengkulu 

1.1  Cakupan 

layanan 

Standar 

Nasional 

Pendidikan 

sesuai 

standar 

kompetensi. 

1.1.1 Cakupan 

implementas

i kurikulum 

yang 

digunakan di 

SMKN di 

Provinsi 

Bengkulu. 

Sekolah 

mengimplementasi

kan kurikulum 

merdeka secara 

utuh dan optimal 

oleh guru. 

Semua guru 

mengimplementas

ikan kurikulum 

Merdeka secara 

utuh dan optimal. 

% 100% 100% 100% 100% 100% Implementasi 

Kurikulum 

Merdeka. 

 1.1.2 Semua guru 

membuat 

Perangkat 

Pembelajaran 

berdasarkan 

Capaian 

Pembelajaran 

tiap mata 

pelajaran. 

Guru membuat 

perangkat 

pembelajaran 

sesuai tujuan  

pembelajaran tiap 

mata pelajaran. 

Semua mata 

pelajaran 

dilengkapi 

dengan 

perangkat 

pembelajaran 

sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran 

tiap mata 

pelajaran. 

 

 

 

% 80% 90% 95% 100% 100% Perencanaan 

Pembelajaran 

1.2   Cakupan 

pelayanan 

sesuai 

Standar 

Nasional 

Pendidikan 

sesuai 

1.2.1  Cakupan 

peserta didik 

yang 

mendapatkan 

pelayanan. 

Jumlah peserta 

didik yang 

mendaftar 

mengikuti 

pendidikan 

(peserta didik 

baru) 

Jumlah estimasi 

Lulusan 

SMP/seder

ajat  yang 

mendaftar 

mengikuti 

pendidikan 

di SMK 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

Penerimaan 

peserta didik 

baru 
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SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

standar 

Proses. 

1.2.2 Cakupan peserta 

didik yang 

terancam putus 

sekolah 

Jumlah peserta 

didik 

putus sekolah 

Jumlah peserta 

didik 

miskin 

% 1% 1% 1% 1%  Pelayanan 

Peserta didik 
miskin 

  1.2.3 Cakupan Peserta 

Didik dalam 

rombongan 
belajar 

Cakupan Peserta 

Didik dalam 

rombongan 

belajar 

Jumlah 

Peserta Didik 1 

rombel 20-30 

Peserta Didik 

Jumlah 

rombel 

keseluruhan 

maksimal 

57 

rombel 

Rombel 33 33 33 33 Pelayanan 

standar proses 

pembelajaran. 

  1.2.4 Cakupan Peserta 

Didik dalam 

proses 
pembelajaran 

Cakupan Peserta 

Didik dalam 

proses 

pembelajaran 

Jumlah proses 

pembelajaran  

48 jam pelajaran 

perminggu 

Proses 

pembelajara

n sesuai 

peraturan 

menteri 

Jam 

Pelajaran 

48 48 48 48 Pelayanan 

standar proses 

pembelajaran 

  1.2.5 Cakupan kepala 

sekolah 
melakukan 

pengawasan 

proses 
pembelajaran 

dan tindak 

lanjut 

Cakupan kepala 

sekolah 

melakukan 

pengawasan 

proses 

pembelajaran  

dan tindak 

lanjut 

Kepala sekolah 

melakukan 

supervisi guru 

kali satu dalam 

satu semester 

dan memberikan 

umpan balik 

Pelaksanaan 

rutin 

supervisi 

kelas dan 

memberikan 

umpan balik 

dalam satu 

tahun 

pelajaran 

Kali/ 

semester 

2 2 2 2 Program 

supervisi kelas 

 1.3 Cakupan 

Pelayanan 
sesuai stan-

dar kelulusan 

1.3.1  Cakupan 

lulusan SMK 
BLUD di 

Provinsi 

Bengkulu yang 
langsung 

bekerja 

  Minimal 20% dari 

lulusan SMK 

BLUD diterima di 

Dunia Kerja 

sesuai 

keahliannya 

  Banyak Dunia 

kerja yang dapat 

menampung 

lulusan SMK 

BLUD 

% 25% 30% 35% 40% 45% Program kerja 

sama dengan 

Dudi 

openrecruitment 

https://jdih.bengkuluprov.go.id

https://jdih.bengkuluprov.go.id
https://jdih.bengkuluprov.go.id


 
 

 
SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1.3.2 Cakupan SMK 

BLUD di 

Provinsi 
Bengkulu yang 

masuk 

Perguruan 
Tinggi 

  Minimal 5% 

lulusan masuk 

perguruan tinggi 

  Banyaknya 

perguruan tinggi 

yang dapat 

menerima 

lulusan SMK 

BLUD di Provinsi 

Bengkulu 

% 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Program 

peningkatan 

pendidikan 

yang lebih 

tinggi 

  1.3.3 Cakupan lulusan 

SMK BLUD di 

Provinsi 

Bengkulu yang 

berwirausaha 

 Minimal 10% 

lulusan 

berwirausaha 

Banyaknya 

Kesempatan 

Peserta Didik 

untuk 

berwirausaha 

% 6 % 7 % 8 % 9 % 10 % Program 

pelatihan 

wirausaha 

 1.4  Cakupan 

pelayanan 

sesuai 

standar 

pendidik 

dan tenaga 

kependidika

n 

1.4.1 Cakupan 

Jumlah 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

SMK minimal 

yang diperlukan 

terpenuhi 

sesuai jumlah 

mapel 

Jumlah guru 

SMK minimal 

yang diperlukan 

terpenuhi sesuai 

jumlah mapel 

Jumlah semua 

guru SMK yang 

dibutuhkan 

sesuai mapelnya 

% 90% 95% 100% 100% 100% Program 

pembelajaran 

sesuai dengan 

Mapel yang 

dibutuhkan dan 

program 

keahlian ganda 

   Jumlah tenaga 

non guru untuk 

administrasi 

Jumlah semua 

tenaga 

administrasi 

yang 

dibutuhkan 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

layanan 

administrasi 
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SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

   Jumlah tenaga 

non guru untuk 

teknisi, laboran, 

petugas 

keamanan, 

petugas 

kebersihan 

Jumlah tenaga 

teknisi, laboran, 

petugas 

keamanan, 

petugas 

kebersihan 

yang 

dibutuhkan 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

Pemeliharaan 

dan Perawatan 

  1.4.2   Cakupan 

kualifikasi guru 
sesuai 

kompetensikea

hlian yang 
ditetapkan 

Jumlah guru 

SMK yang 

mempunyai 

kualifikasi 

kompetensi 

keahlian yang 

ditetapkan 

nasional 

Semua guru SMK 

harus 

mempunyai 

kompetensi 

keahlian 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

layanan 

sertifikasi 

kompetensi 

keahlian 

  1.4.3   Cakupan 

jabatan yang 

harus ada di 

SMK 

Setiap SMK harus 

memiliki seorang 

Kepala Sekolah, 

Waka Urusan 

Kurikulum, 

Kesiswaan, 

Sarpras, Hubin, 

SDM dan tenaga 

Lab/ bengkel 

pustakawan, 

BK/BP dan tenaga 

fungsional lainnya 

sesuai kebutuhan. 

Semua jabatan 

di SMK dapat 

dipenuhi 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

peningkatan 

SDM sesuai 

jabatan yang 

dibutuhkan 

  1.4.4   Cakupan 

batasan guru 

mengajar 

perminggu 

Setiap guru 

mengajar minimal 

24 jam. 

Jumlah jam 

mengajar setiap 

minggu 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

peningkatan 

layanan 

pembelajaran 
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SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.5   Cakupan 

pelayanan 

sesuai 

standar 

penilaian 

1.5.1 Cakupan 

program 

penilaian 

dalam 

meningkatkan 

kemampuan 

belajar Peserta 

Didik 

Setiap guru 

mengembangkan 

program penilaian 

untuk mengukur 

daya serap 

Jumlah guru 

yang 

mengembangkan 

penilaian dan 

mengukur daya 

serap setiap 

Peserta Didik 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

layanan 

evaluasi 

  1.5.2 Cakupan laporan 

hasil evaluasi 

mapel pada akhir 

semester 

Setiap guru 

menyampaikan 

hasil belajar Mapel 

pada akhir 

semester dalam 

bentuk hasil 

prestasi belajar 

Jumlah guru yang 

menyampaikan 

hasil belajar 

dalam bentuk 

hasil prestasi 

belajar 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

layanan laporan 

hasil belajar 

kepada orang tua 

  1.5.3 Cakupan 

pelayananpenya

mpaian hasil 

belajar kepada 

orang tua murid 

Kepala sekolah 

menyampaikan 

hasil Asesmen dan 

Uji Kompetensi / 

UKK kepada wali 

murid 

Kepala Sekolah 

mengundang Wali 

murid minimal 1x 

setahun. 

kali/Tahun 2 2 2 2 2 Program 

layanan 

kerjasama 

dengan orang 

tua 

  1.5.4 Cakupan hasil 

Asesmen 

Nilai minimal 

rata- rata hasil 

Asesmen Peserta 

Didik 70 

Nilai rata-rata 

Asesmen Sumatif 

Peserta Didik 

nilai 61.68 65.00 67.50 70.00 75,00 Program 

Asesmen 
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SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.6   Cakupan 

pelayanan 

sesuaistanda

r sarana 

prasarana 

1.6.1 Cakupan sarana 

prasarana 

minimal yang 

ditetapkan 

pemerintah 

Jumlah minimal 

sarana prasarana 

sesuai standar 

teknis sesuai 

konsentrasi 

keahiannya. 

Sarana prasarana 

yang dibutuhkan 

SMK 

% 90% 90% 100% 100% 100% Program Sarana 

Prasaran 

  1.6.2 Cakupan buku 

mata pelajaran 

untuk SMK 

Jumlah 

buku 

pelajaran 

Jumlah Peserta 

Didik 

rasio 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 Program 

pengadaan 

buku 

  1.6.3 Cakupan ruang 

teori yang 

harus 

disiapkan 

Jumlah minimal 

ruang teori yang 

harus tersedia 

Jumlah ruang 

untuk teori dan 

ruang praktek 

di 

SMK 

% 80% 90% 100% 100% 100% Pngembangan 

sarana gedung 

  1.6.4 Cakupan ruang 

kelas 

dibandingkan 

dengan rombel 

Jumlah ruang 

kelas berbanding 

lurus dengan 

jumlah rombel 

Jumlah 

rombel 

pertingkat 

maksimal 19 

rombel 

Rombel 

kelas 

19 19 19 19 19 Pemenuhan 

jumlah rombel 

sesuai ruang 

kelas 

  1.6.5 Cakupan ruang 

penunjang 

pendidikan 

Setiap sekolah 

minimal memiliki1 

ruang 

perpustakaan 

lengkap dengan 

pustakawannya 

Jumlah sekolah 

yang mempunyai 

perpustakaan 

sesuai standar 

Ruang 1 1 1 1 1 Program 

pengembangan 

perpustakaan 

dengan E-Jurnal 
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SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1.6.6 Cakupan ruang 

Lab dengan 

kelengkapan alat 

praktek dan alat 

peraga 

Setiap SMK 

minimal memiliki 

1 ruang Lab 

dengan 

kelengkapan alat 

praktek dan alat 

peraga 

Jumlah Lab yang 

memiliki sekolah 

dan lengkap 

dengan sarana 

prasarana praktek 

dan alat peraga 

% 100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Lengkap 

Program 

pengembangan 

Lab sesuai 

program 

keahlian 

2.  Layanan 

Teaching 

Factory(T

efa) 

 2.1. Layanan 

pembelajaran 

praktik dalam 
bentuk 

teaching 
factory 

2.1.1. Cakupan 

layanan 

pembelajaran 

praktik 

&Teaching 

Facotry. 

Setiap program 

keahlian 

melakanan 

pembelajaran 

teaching factory 

Semua program 

keahlian 

melaksanakan 

lebih dari 1 model 

teaching factory 

model 

tefa 

1 3 7 7 7 Program 

keahlian 

melaksanakan 

pembelajaran 

teaching factory 

 1.7  Cakupan 

pelayanan 

sesuai 

standar 

Pengelolaan 

1.7.1 Cakupan 

pelayanan 

manajemen dan 

tata kelola 

kepada 

masyarakat 

lebih 

transparan, 

akuntabel dan 

baik 

Sekolah harus 

melaksanakn 

MBS (Manajemen 

Berbasis Sekolah) 

yang lebih 

transparan dan 

akuntabel yang 

bersih dari KKN 

Manajemen 

sekolah dengan 

tata kelolanya 

melibatkan 

masyarakat 

% 100% 100% 100% 100% 100% Program 

pengembangan 

tata kelola yang 

lebih 

transparan dan 

akuntabel (MBS) 
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SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1.8  Cakupan 

pelayanan 

sesuai 

standar 

Pembiaya- 

an. 

1.8.1 Cakupan 

pelayanan 

pembayaran 

sekolah dibayar 

oleh 

pemerintah 

propinsi dan 

dari 

masyarakat. 

Pembayaran 

pendidikan 

ditanggung oleh 

pemerintah 

Daerah Propinsi 

dan sebagian dari 

masyarakat. 

Pembayaran 

pendidikan 

menjadi tanggung 

jawab pemerintah 

dan sebagian dari 

masyarakat dan 

anggaran 

pendidikan 

minimal 20% dari 

anggaran yang 

diterima. 

% 70% 70% 70% 70% 70% Program 

pembayaran 

sekolah 

3.  Jasa 

Layanan 

lainnya 

 3.1. Jasa Kantin 

Sekolah 
3.1.1 Cakupan 

layanan kantin 

sekolah. 

Kantin sekolah 

dapat memenuhi 

kebutuhan peserta 

didik, dan warga 

sekolah. 

Secara 

keseluruhan 

kantin sekolah 

memenuhi 

kebutuhan  warga 

sekolah. 

% 70% 80% 90% 100% 100% Jasa Sewa 

kantin sekolah. 

 3.2. Jasa sewa 

ruangan 

pertemuan/
Lab 

3.2.1 Cakupan 

layanan sewa 

ruangan 

pertemuan/ Lab 

Ruangan 

pertemuan / Lab 

dapat pergunakan 

secara maksimal. 

Semua ruangan 

pertemuan / Lab 

dapat pergunakan 

secara maksimal. 

X perte-muan 0 1 2 3 4 Sewa ruangan 

pertemuan / 

Lab. 

 3.3. Jasa sewa 

peralatan 

praktik. 

3.3.1 Cakupan 

layanan sewa 

peralatan 

praktik. 

Peralatan praktik 

dimanfaatkan 

secara maksimal. 

Semua peralatan 

praktik 

dimanfaatkan / 

disewakan secara 

maksimal. 

X sewa 0 1 1 2 2 Sewa peralatan 

praktik. 
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SPM/ JENIS 

LAYANAN 

DASAR 

DEFINISI 
OPERASIONAL 

INDIKATOR 

FORMULASI 
 

NILAI 

SATUAN 

TARGET 
PROGRAM 

KERJA 

LAYANAN 

 
NOMINATOR 

 
DENOMINATOR 

2024 

DASAR 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 3.4. Kerjasama 

dengan 

pihak ketiga 

3.4.1. Kerjasama 

pelatihan atau 

bentuk lainnya 

dengan pihak 

ketiga. 

Kerjasama 

pelatihan atau 

bentuk lain dengan 

pihak ketiga.  

Semua program 

keahlian 

melaksanakan 

kerjasama dengan 

pihak ketiga. 

X kerja-sama 0 1 1 2 3 Kerjasama 

pelatihan atau 

laianya. 
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C. RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  BADAN LAYANAN BADAN LAYANAN 
UMUM DAERAH  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI 
BENGKULU 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SMK NEGERI BENGKULU ...(1) 
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ... (2) 

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN … 
 

 

No 

(3) 
Uraian (4) Jumlah (5) Ket (6) 

1 2 3 4 

1 PENDAPATAN     

2 Jasa Layanan     

3 
 

Jasa layanan bidang keahlian yang ada 

di BLUD SMK Negeri  Bengkulu 

 Rp 

1.180.313.674  
  

4 
  

Produk bidang, keahlian yang ada di 

BLUD SMK Negeri Bengkulu 
    

5 Pendapatan Hibah/Sumbangan     

6 
  

Hibah pihak lain/Sumbangan 

masyarakat tidak terikat  
    

7 
  

Hibah pihak lain/Sumbangan 

masyarakat terikat  
    

8 
Hasil kerjasama yang ada di BLUD SMK 

Negeri Bengkulu 
    

9 Bagi hasil kerjasama dengan pihak III     

10 APBN/ APBD     

11   Gaji dan Tunjangan ASN  Rp    218.868    

12   Dana BOS Pusat  Rp    1.251.0   

13   Dana BOS Daerah     

14   Program Kegiatan dari APBN/ APBD      

15 Lain-lain Pendapatan BLUD yang syah     

16   Jasa Giro     

17   Bunga Deposito     

18   Penerimaan lainnya     

19 
  

Jumlah Pendapatan  (7) 
 Rp  

4.870242  
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No 

(3) 
Uraian (4) Jumlah (5) Ket (6) 

1 2 3 4 

20 BELANJA  BLUD     

21 Belanja Operasi     

22   Belanja Pegawai  Rp       915.1   

23   Belanja Persediaan  Rp         51.2   

24   Belanja Jasa Pelayanan  Rp                           

25   Belanja  Pemeliharaan  Rp          

26   Belanja  Barang dan Jasa  Rp          

27   Belanja  Pelayanan lainnya  Rp                           

28   Belanja Penyusutan Aset  Rp            

29   Belanja Perjalanan Dinas  Rp            

30   Belanja Lain - Lain  Rp            

31   Jumlah Belanja Operasi (8)  Rp  2.   

32 Belanja Pegawai      

33   Belanja gaji dan tunjangan ASN   Rp    2. Rp 41..868  

34   Belanja gaji pokok ASN      

35 Belanja Barang dan Jasa      

36   Belanja barang      

37   Belanja barang habis pakai                                                                                                         

38   Belanja penyusutan aset     

39   Belanja perjalanan dinas     

40   Belanja lain-lain     

41 Belanja Modal     

42   Belanja Modal Tanah      

43   Belanja Modal Peralatan dan Mesin      

44 
  

Belanja Modal Alat Angkutan Darat 

Bermotor  
    

45   Belanja Modal Gedung dan bangunan      

46 
  

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 

Jaringan  
    

47 
  

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
 Rp       

330.89.185  
  

48   Belanja Modal Bahan Perpustakaan     

49   Jumlah Belanja  (9)  Rp  4.87342    
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No 

(3) 
Uraian (4) Jumlah (5) Ket (6) 

1 2 3 4 

50   Surplus/Defisit  (10)     

51 PEMBIAYAAN     

52 Penerimaan Pembiayaan     

53 
  

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran (SiLPA) 
    

54   Divestasi     

55   Penerimaan Utang / Pinjaman     

56   Jumlah Penerimaan Pembiayaan  (11)     

57 Pengeluaran Pembiayaan     

58   Investasi     

59   Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman     

60   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan  (12)     

61   Jumlah Pembiayaan  (13)     

62   Pembayaran Netto     

63 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan (SiLPA)  (14) 
    

Nilai ambang batas sebesar Rp ..........     

 

Bengkulu, ......, ..................., ......  (15) 

Pemimpin BLUD SMK Negeri Bengkulu (16) 

 

 

 

 

 

(.................................) (17) 

NIP. ........................... (18) 
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D. LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROVINSI BENGKULU 

 

A. Sumber Pendapatan/Pemasukan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu 

Struktur Rencana Bisnis dan Anggaran yang digunakan di Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) SMKN di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: 

1. Jasa Layanan/produk hasil pembelajaran, yaitu berupa imbalan yang 

diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan 

produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran dalam bentuk 

teaching factory; 

2. Hibah yaitu pendapatan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu yang 

diperoleh dari hibah terikat dan hibah tidak terikat dari masyarakat 

atau badan lain. Hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan 

pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan 

tujuan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum 

dalam naskah perjanjian hibah; 

3. Hasil kerjasama dengan pihak lain, yaitu pendapatan BLUD SMKN di 

Provinsi Bengkulu yang diperoleh dari hasil kerjasama BLUD SMKN 

di Provinsi Bengkulu dengan pihak lain; 

4. Bantuan Pemerintah Daerah yaitu pendapatan/pemasukan BLUD 

SMKN di Provinsi Bengkulu yang bersumber dari DPA APBD provinsi 

Bengkulu; 

5. Dana BOSP adalah bantuan pemerintah pusat yang bersumber dari 

dana APBN yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan 

sesuai program kegiatan di RKAS dengan merujuk pada Rencana 

Bisnis Anggaran SMKN di Provinsi Bengkulu; dan 

6. Pendapatan lain-lain, adalah pendapatan BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu yang sah dapat bersumber dari: 

a. sumbangan masyarakat; 

b. jasa giro; 

c. pendapatan bunga; 

d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; 

e. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD 

SMKN di Provinsi Bengkulu; 

f. investasi; dan 

g. pengembangan usaha, melalui pembentukan unit usaha untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat bertugas melakukan 

pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan 

untuk mendukung kegiatan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu. 
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h. investasi; dan 

i. pengembangan usaha, melalui pembentukan unit usaha untuk 

meningkatkan layanan kepada masyarakat bertugas melakukan 

pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan 

untuk mendukung kegiatan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu. 

 
B. Pembiayaan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu 

Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMKN di Provinsi 

Bengkulu adalah sebagai berikut: 

1. Belanja Operasi  

Belanja operasi mencakup seluruh belanja BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu untuk menjalankan tugas dan fungsi. Belanja operasi 

meliputi belanja pegawai,  belanja barang dan jasa, belanja bunga  

dan belanja lain. 

2. Belanja Modal 

Belanja Modal mencakup seluruh belanja BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam 

kegiatan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu. Belanja modal meliputi 

belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan 

bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap 

lainnya. 

 
C. Sistematika Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) 

Rencana Bisnis dan Anggaran yang digunakan di Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) SMKN di Provinsi Bengkulu meliputi: 

1. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan, merupakan 

ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

2. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, merupakan 

rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan 

dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja 

dan pembiayaan. 

3. Perkiraan     harga,  merupakan  estimasi  harga   jual     produk  

barang  dan/atau jasa  setelah memperhitungkan biaya per satuan 

dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif 

layanan. 

4. Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase 

perubahan  anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang  
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diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi 

kegiatan operasional BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu. 

5. Perkiraan   maju   atau   forward   estimate,    merupakan      

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari 

tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program 

dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan 

anggaran tahun berikutnya 

 
D. Perubahan RBA Dan Format RBA 

1. Perubahan Anggaran Belanja BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu. 

Bilamana terjadi perubahan  situasi dan kondisi dikarena 

meningkatnya  pendapatan atau terdapat kebutuhan mendesak atas 

suatu barang, maka RBA dapat mengalami perubahan maka BLUD 

SMKN di Provinsi Bengkulu dapat melakukan perubahan rincian 

belanja, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja 

pada DPA untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya BLUD 

SMKN di Provinsi Bengkulu dapat melakukan perubahan RBA selama 

memperhatikan beberapa aspek penting berikut ini: 

a. Tertib Administrasi 

BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dalam melakukan perubahan RBA 

harus melaksanakan dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam 

pengelolaan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu termasuk dalam hal 

kelengkapan dokumen administrasi pendukung yang dibutuhkan 

dalam melakukan perubahan RBA. 

b. Efektivitas pelayanan 

Perubahan RBA ini dilakukan dengan tujuan untuk semakin 

meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan BLUD SMKN di 

Provinsi Bengkulu kepada masyarakat sehingga pelaksanaannya 

nanti juga dapat menghasilkan kepuasan atas layanan yang 

diberikan. 

c. Efisiensi. 

Dengan melakukan perubahan RBA ini, BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu dapat melakukan efisiensi, khusus terkait dengan 

penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas 

sehingga dapat digunakan sesuai peruntukan layanannya masing-

masing. 
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d. Transparansi. 

BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dapat mengelola setiap sumber 

pendapatan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu yang ada dengan 

merealisasikan dalam bentuk belanja BLUD pada setiap kegiatan 

dan layanan yang ada dengan bantuan yang diwujudkan dalam 

perubahan RBA yang dapat memperlihatkan secara transparan 

penggunaan dana tersebut. 

e. Dapat dipertanggungjawabkan. 

Perubahan RBA ini tentunya membuat BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu semakin mampu untuk mempertanggungjawabkan 

penggunaan dana BLUD melalui pengawasan dari masing-masing 

pejabat BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu terkait. 

 
Sementara dari aspek pertimbangan, BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu 

dapat melakukan perubahan RBA dengan memperhatikan hal-hal 

berikut: 

a. Prioritas pelayanan. 

Dalam perubahan RBA ini, BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dapat 

menentukan skala prioritas pelayanan yang harus didahulukan 

terlebih dahulu sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan 

secara optimal. 

b. Kecepatan pelayanan. 

Aspek  ini  memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelayanan 

BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu sehingga dalam melakukan 

perubahan RBA,  kecepatan  pelayanan  menjadi salah satu yang 

dapat dipertimbangkan. 

c. Kesinambungan layanan. 

Perubahan RBA tentunya mempertimbangkan kesinambungan yang 

akan ditimbulkan terhadap layanan BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu karena melihat kondisi keuangan dan stabilitas layanan 

yang dapat dilaksanakan dalam layanan BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu. 

d. Kondisi darurat. 

Hal ini sering menjadi pertimbangan perubahan RBA pada BLUD 

SMKN di Provinsi Bengkulu, melihat kondisi kesehatan pada 

pelaksanaanya masih terus mengkhawatirkan sehingga perlu ada 

kebijakan  khusus  secara  cepat  yang  dapat  diputuskan  dalam 
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menghadapi pertimbangan kondisi darurat ini. 

 
e. Tidak melebihi pagu belanja. 

BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan perubahan 

RBA tentunya tidak mengesampingkan pagu belanja ini karena ada 

beberapa syarat penting yang mesti dilakukan terlebih dahulu jika 

melebihi pagu belanja tersebut yaitu melakukan usulan perubahan 

RBA. 

 
Adapun pertimbangan lain yang dapat mengakibatkan RBA mengalami 

perubahan adalah sebagai berikut: 

a. BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu memiliki fleksibilitas dalam 

penganggaran. Oleh karena itu, jika ada hal tidak terduga yang 

terjadi, BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dapat 

menyesuaikan/merubah RBA sesuai dengan keadaan yang dialami, 

misalnya BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu menggeser anggaran 

pembelian bahan praktik umum menjadi untuk pembelian bahan 

praktik tertentu. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa 

fleksibilitas BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu tergantung pada 

kebutuhan masing-masing program keahlian dan ditetapkan dalam 

RBA BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu. 

b. Pada dokumen RKA-SKPD hanya terdapat tiga rekening akun pos 

besar, yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan, sedangkan di 

dokumen RBA BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dapat memiliki 

banyak rincian objek. Oleh karena itu, dengan adanya fleksibilitas 

perubahan RBA, BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dapat 

menyesuaikan RBA sesuai dengan kebutuhan kegiatannya. 

c. Terdapat  variabel  tidak terduga dalam harga barang/jasa. 

Misalnya, harga peralatan, perlengkapan dan bahan praktik yang 

harus dibeli BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu tiba-tiba meningkat 

akibat adanya wabah/bencana. Dengan adanya perubahan RBA, 

BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan tersebut. 

 
Realisasi  perubahan  RBA  digunakan  untuk perubahan RBA, RKA-    

SKPD dan RAPBD pada waktu masuknya jadwal dilakukan perubahan 

RKA-SKPD dan RAPBD. Perlu diingat bahwa perubahan di level jenis 

belanja dapat langsung dilakukan tanpa dikonfirmasi ke Pejabat  

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan syarat pada saat pengajuan 
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Perubahan RBA dijelaskan alasan Perubahan RBA supaya perubahan 

tersebut dapat diakomodir di level jenis belanjanya. 

 
 

Perubahan  anggaran  belanja  BLUD  SMKN  di  Provinsi Bengkulu 

dapat dilakukan antar program,  antar kegiatan, antar sub kegiatan, 

dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek 

dan/atau sub rincian objek, sepanjang tidak melampaui pagu jenis 

belanja yang terdapat pada ringkasan RBA. Setiap perubahan anggaran 

belanja BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu antar objek, rincian objek dan 

sub rincian objek dalam jenis yang sama dilakukan atas persetujuan 

Pemimpin BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dan selanjutnya 

disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD. 

 
 

2. Penggunaan Ambang Batas 

Pengeluaran BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu yang bersumber dari: 

jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, 

lain-lain pendapatan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu yang sah, 

diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan 

peningkatan mutu sekolah dalam melaksanakan pembelajaran dan 

program-program pendukung peningkatan mutu sekolah lainnya. 

Pengeluaran BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu ini merupakan belanja 

yang  disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam  ambang 

batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan. Ambang batas sendiri 

merupakan besaran persentase anggaran bersumber dari pendapatan 

operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan 

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.  Dengan 

kata lain ambang batas adalah besaran persentase realisasi belanja 

yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. 

Apabila BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu menggunakan ambang 

batas dalam realisasi belanja maka BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu 

harus melakukan perubahan RBA tanpa melakukan perubahan 

DPA.  Perubahan  RBA  karena  penggunaan  ambang   batas 

tersebut dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub 

kegiatan,dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian 

objek dan/atau sub rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis 

belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA dengan 

persentase  yang  ditetapkan  dalam  RBA  awal.  Perubahan  RBA 
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untuk melakukan belanja dan realisasi belanjanya ini dilaporkan 

kepada PPKD. Perubahan RBA untuk melakukan belanja dari 

kelebihan pendapatannya diatas ambang batas dilakukan atas 

persetujuan Gubernur terlebih dahulu dan dituangkan dalam bentuk 

peraturan Gubernur dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala 

SKPD  yang  membidangi  BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dan PPKD. 

 
Jika perubahan RBA karena penggunaan ambang bat as dilakukan 

sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut ditampung 

dalam Perda perubahan APBD. Perubahan RBA karena penggunaan 

ambang   batas   yang  dilakukan  setelah  perubahan   APBD 

dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Perubahan RBA karena 

penggunaan ambang batas yang ditampung dalam perubahan APBD 

mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. Perubahan RBA 

karena penggunaan ambang batas yang ditampung dalam perubahan 

APBD diikuti dengan perubahan anggaran kas dan selanjutnya 

disampaikan kepada Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD. 

 

 
3. Penggunaan SiLPA BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu Tahun 

Sebelumnya 

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD (SiLPA tahun 

sebelumnya) dalam tahun anggaran berikutnya, apabila belum 

dianggarkan dan dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan 

mendahului perubahan APBD. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 

mendahului perubahan APBD tersebut dilakukan dengan perubahan 

RBA tanpa melakukan perubahan DPA. Perubahan RBA karena 

penggunaan  SiLPA  tahun sebelumnya tersebut dapat dilakukan 

antar program, anta kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar 

kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub 

rincian objek, yang dapat melampaui pagu jenis belanja yang 

terdapat pada ringkasan RBA dan DPA. Perubahan RBA karena 

penggunaan SiLPA tahun sebelumnya in dilakukan atas persetujuan 

Pemimpin BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu dan selanjutnya 

disampaikan ke Kepala SKPD yang membidangi dan PPKD. 

 

 
Jika perubahan RBA karena penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 

dilakukan sebelum perubahan APBD, maka perubahan RBA tersebut 

ditampung dalam Perda perubahan APBD. Perubahan RBA karena 
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Perubahan RBA tidak berakibat pada perubahan DPA BLUD SMKN di 

Provinsi Bengkulu, maka perubahan RBA dilaporkan kepada PPKD 

melalui dewan pengawas. Sedangkan apabila perubahan RBA berakibat 

pada perubahan DPA BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu, maka 

perubahan RBA kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada 

RKA-SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan RAPBD. 

 
Perubahan RBA yang tidak berakibat pada perubahan DPA BLUD SMKN 

di Provinsi Bengkulu dapat dilakukan paling cepat 1 (satu bulan) sekali. 

Sedangkan Perubahan RBA yang berakibat pada perubahan DPA BLUD 

SMKN di Provinsi Bengkulu dilakukan mengikuti siklus dan mekanisme 

perubahan APBD. 

 
Kewenangan pengesahan perubahan RBA adalah sebagai 

berikut: 

a. Disahkan oleh Pemimpin BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu untuk 

belanja sampai dengan pagu  DPA  BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu; 

b. Disahkan oleh Pemimpin BLUD dan diketahui Dewan Pengawas, 

untuk belanja yang melebihi pagu DPA BLUD SMKN di Provinsi 

Bengkulu baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi 

ambang batas fleksibilitas; 

c. Pemimpin BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu menyampaikan 
perubahan RBA kepada PPKD melalui Kepala SKPD. 

E. Format Laporan Keuangan BLUD SMKN di Provinsi Bengkulu 
 

Tabel 1 
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) 

 

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU...(1) 
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ...(2) 

ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 20X0/20X1 

No 
(3) 

Uraian 
(4) 

Jumlah 
(5) 

Keterangan 
(6) 

1 PENDAPATAN   

2 Jasa Layanan   

3 Jasa layanan bidang keahlian yang ada di BLUD …..   

4 Produk bidang, keahlian yang ada di BLUD …..   

5 Pendapatan Hibah   

6 Hibah tidak terikat   

7 Hibah terikat   

8 Hasil kerjasama yang ada di BLUD ….   

9 Bagi hasil kerjasama …   

10 APBN/ APBD   

11 Gaji dan Tunjangan ASN   

12 Dana BOS Pusat   

13 Dana BOS Daerah   

14 Program Kegiatan dari APBN/ APBD   

15 Lain-lain Pendapatan BLUD yang syah   

16 Jasa Giro   

17 Bunga Deposito   

18 Penerimaan lainnya   

19 Jumlah Pendapatan  (7)   
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20 BELANJA   

21 Belanja Operasi   

22 Belanja Pegawai   

23 Belanja gaji dan tunjangan ASN   

24 Belanja gaji pokok ASN   

25 Belanja Barang dan Jasa   

26 Belanja barang   

27 Belanja barang habis pakai   

28 Belanja penyusutan aset   

29 Belanja perjalanan dinas   

30 Belanja lain-lain   

31 Belanja Modal   

32 Belanja Modal Tanah   

33 Belanja Modal Peralatan dan Mesin   

34 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor   

35 Belanja Modal Gedung dan bangunan   

36 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan   

37 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   

38 Belanja Modal Bahan Perpustakaan   

39 Jumlah Belanja  (8)   

40 Surplus/Defisit  (9)   

41 PEMBIAYAAN   

42 Penerimaan Pembiayaan   

43 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)   

44 Divestasi   

45 Penerimaan Utang / Pinjaman   

46 Jumlah Penerimaan Pembiayaan (10)   

47 Pengeluaran Pembiayaan   

48 Investasi   

49 Pembayaran Pokok Utang / Pinjaman   

50 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (11)   

51 Jumlah Pembiayaan  (12)   

52 Pembayaran Netto   

53 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 
(13) 

  

Nilai ambang batas sebesar Rp .......... 

Bengkulu, tanggal, bulan, tahun ... (14) 
Pemimpin BLUD….(15) 

(Nama Lengkap) (16) 

NIP. .............. 
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Tabel 2 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU... (1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI DI PROVINSI BENGKULU 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN...(2) 
Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

     (Dalam 
Rupiah) 

 
No. 
(3) 

 
Uraian (4) 

Angg 
aran 

Realisasi Keterca 
paian (%) 

(7) 

Realisasi 

20X1 
(5) 

20X1 (6) 20X0 (8) 
1 PENDAPATAN     

2 
Pendapatan jasa layanan dari 
masyarakat 

    

3 Pendapatan jasa layanan dari entitas 
akuntansi/entitas pelaporan 

    

4 Pendapatan hasil kerjasama     

5 Pendapatan hibah     

6 Sumbangan masyarakat     

7 Pendapatan usaha lainnya     

8 Jumlah pendapatan (2 s.d. 7)     

      

9 BELANJA     

10 Belanja Operasi 
    

11 Belanja Pegawai     

12 Belanja Barang dan Jasa     

13 Jumlah Belanja Operasi (11 s.d. 12)     

14 Belanja Modal     

15 Belanja Tanah     

16 Belanja Peralatan dan Mesin     

17 Belanja Gedung dan Bangunan     

18 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan     

19 Belanja Aset Tetap Lainnya     

20 Belanja Aset Lainnya     

21 Jumlah Belanja Modal (15 s.d. 20)     

22 Jumlah Belanja (13 + 21)     

23 SURPLUS/DEFISIT (8 - 22)     

      

24 PEMBIAYAAN     

25 Penerimaan:     

26 Penerimaan Pinjaman     

27 Penerimaan dari Divestasi     

28 Penerimaan Kembali Pinjaman     

29 
Jumlah Penerimaan Pembiayaan (26 

s.d. 28) 
    

      

30 Pengeluaran:     

31 Pembayaran Pokok Pinjaman     

32 Pembayaran Penyertaan Modal     

33 
Pemberian Pinjaman kepada Pihak 
Lain 

    

34 Jumlah Pengeluaran (31 s.d. 37)     

35 Pembiayaan Neto (29 - 34)     

36 
SISA LEBIH PEMBIAYAAN 
ANGGARAN (29 + 34) 
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Tabel 3 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 
 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH...(2) 
Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

   (Dalam 
Rupiah) 

No. 
(3) 

Uraian (4) 20X1 (5) 20X0 (6) 

1 Saldo Anggaran Lebih Awal   

2 Penggunaan SAL 

3 Subtotal (1-2) 

4 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 
(SiLPA/SiKPA) 

5 Subtotal (3+4) 

6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 

7 Lain-lain 

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7) ...... (7)   
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Tabel 4 

NERACA 

 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU 
 NERACA...(2)   

Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

(Dalam Rupiah) 
No. 
(3) 

Uraian (4) 20X1 (5) 20X0 (6) 

1 ASET   

2 Aset Lancar 

3 Kas di Bendahara Pengeluaran 

4 Kas pada BLUD 

5 Kas Lainnya Setara Kas 

6 Investasi Jangka Pendek - BLUD 

7 Piutang dari Kegiatan Operasional 

8 Piutang dari Kegiatan Non Operasional 

9 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

10 Belanja Dibayar Dimuka 

11 Uang Muka Belanja 

12 Persediaan 

13 Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 13) 

14 Aset Tetap 

15 Tanah 

16 Gedung dan Bangunan 

17 Peralatan dan Mesin 

18 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

19 Aset Tetap Lainnya 

20 Konstruksi dalam Pengerjaan 

21 Akumulasi Penyusutan 

22 Jumlah Aset Tetap (17 s.d. 23) 

22 Piutang Jangka Panjang: 

23 Tagihan Penjualan Angsuran 

24 Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 

25 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

27 Jumlah Piutang Jangka Panjang (27 s.d. 29) 

28 Aset Lainnya: 

29 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

30 Dana Kelolaan 

31 Aset yang dibatasi Penggunaannya 

32 Aset Tak Berwujud 
33 Aset Lain-lain 

34 Akumulasi Amortisasi 

35 Jumlah Aset Lainnya (33 s.d. 38) 

36 TOTAL ASET (14+24+30+39) 

37 KEWAJIBAN 

38 Kewajiban Jangka Pendek 

39 Utang Usaha 
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU 

NERACA...(2) 
Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

 
(Dalam Rupiah) 

No. 
(3) 

Uraian (4) 20X1 (5) 20X0 (6) 

40 Utang Pihak Ketiga   

41  Utang Pajak 

42 Belanja yang Masih Harus Dibayar 
Pendapatan Diterima Dimuka 
Utang Jangka Pendek Lainnya 

Jumlah Kewajiban Utang Jangka Pendek (44 
s.d. 49) 

 
Kewajiban Jangka Panjang 

Utang Jangka Panjang 

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (55) 
Jumlah Kewajiban (53+54) 

 
Ekuitas 

Ekuitas 

Jumlah Ekuitas (58) 
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (50+55+59) 

  

43 

44 

45 

46 
47 
48 

49 

50 

51 

52 
53 
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Tabel 5 

 
LAPORAN OPERASIONAL 

 

 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU 

LAPORAN OPERASIONAL...(2) 

Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

     (Dalam 
Rupiah) 

No. 
(3) 

Uraian  (4) 
20X1 

(5) 
20X0 

(6) 
Penurunan/Kenaikan 

(7) 
(%) (8) 

 KEGIATAN OPERASIONAL     

1 PENDAPATAN     

2 
Pendapatan jasa layanan dari 
masyarakat 

    

3 
Pendapatan yang masih harus 
diterima 

    

4 
Pendapatan jasa layanan dari 
entitas akuntansi/entitas 
pelaporan 

    

5 Pendapatan hasil kerjasama     

6 Pendapatan hibah     

7 Pendapatan usaha lainnya     

8 Pendapatan APBD / APBN     

9 SiLPA Tahun Lalu     

10 JUMLAH PENDAPATAN     

11 BEBAN BLUD     

12 Beban Pegawai     

13 Beban Persediaan     

14 Beban Jasa Pelayanan     

15 Beban Pemeliharaan     

16 Beban Barang dan Jasa     

17 Beban Pelayanan lainnya     

18 Beban Penyusutan Aset     

19 Beban Perjalanan Dinas     

20 Beban Penyisihan Piutang     

21 Beban Lain - Lain     

22 JUMLAH BEBAN BLUD     

23 BEBAN APBD     

24 Beban Pegawai     

25 Beban Barang dan Jasa     

26 Beban Peralatan dan Mesin     

27 Beban Aset Lainnya     

28 JUMLAH BEBAN APBD     

29 JUMLAH BEBAN     

30 SURPLUS DEFISIT OPERASIONAL     

 KEGIATAN NON OPERASIONAL     

31 
Surplus/Defisit Penjualan Aset 
Non Lancar 
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU 

LAPORAN OPERASIONAL...(2) 

Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

(Dalam 
Rupiah) 

No. 
(3) 

Uraian  (4) 
20X1 

(5) 
20X0 

(6) 
Penurunan/Kenaikan 

(7) 
(%) (8) 

32 (Kerugian) Penurunan Nilai Aset     

33 
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non 
Operasional Lainnya 

    

34 
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT 
DARI KEGIATAN NON 
OPERASIONAL 

    

35 
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM 
POS LUAR BIASA 

    

36 POS LUAR BIASA     

37 Pendapatan Luar Biasa     

38 Beban Luar Biasa     

39 JUMLAH POS LUAR BIASA     

40 SURPLUS/DEFISIT-LO     
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Tabel 6 

LAPORAN ARUS KAS 
 

 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

 BLUD SMK NEGERI BENGKULU   

 LAPORAN ARUS KAS...(2)   

Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

   
(Dalam 

Rupiah) 

No. 
(3) 

Uraian 
(4) 

20X1 
(5) 

20X0 
(6) 

1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi   

2 Arus Kas   

3 Penerimaan APBN/APBD   

4 Penerimaan Operasional Layanan   

5 Penerimaan Hibah   

6 Penerimaan Hasil Kerjasama   

7 Penerimaan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah   

8 Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 7)   

9 Arus Keluar Kas   

10 Pembayaran Pegawai   

11 Pembayaran Barang dan Jasa   

12 Jumlah Arus Keluar Kas (10 s.d. 11)   

13 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (8 - 12)   

14 Arus Kas dari Aktivitas Investasi   

15 Arus Masuk Kas   

16 Penjualan atas Tanah   

17 Penjualan atas Peralatan dan Mesin   

18 Penjualan atas Gedung dan Bangunan   

19 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan   

20 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya   

21 Penjualan atas Aset Lainnya   

22 Jumlah Arus Masuk Kas (16 s.d. 21)   

23 Arus Keluar Kas   

24 Perolehan Tanah Perolehan Peralatan   

25 dan Mesin Perolehan Gedung dan   

26 Bangunan Perolehan Jalan, Irigasi   

27 dan Jaringan Perolehan Aset Tetap   

28 Lainnya Perolehan Aset Lainnya   

29 Jumlah Arus Keluar Kas (24 s.d. 29)   

30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (22 - 30)   

31 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan   

32 Arus Masuk Kas   

33 Pinjaman Dalam Negeri   

34 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Ketiga   

35 Jumlah Arus Masuk Kas (34 s.d. 35)   

36 Arus Keluar Kas   

37 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri   

38 Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga   

39 Jumlah Arus Keluar Kas (38 s.d. 39)   

40 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (36 - 40   

41 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris   
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PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU 

LAPORAN ARUS KAS...(2) 

Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 
 

(Dalam 
Rupiah) 

No. 
(3) 

Uraian 
(4) 

20X1 
(5) 

20X0 
(6) 

42 Arus Masuk Kas   

43 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)   

44 Jumlah Arus Masuk Kas (44   

45 Arus Keluar Kas   

46 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)   

47 Jumlah Arus Keluar Kas (47)   

48 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (45 - 48   

49 Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (13+31+41+49)   

50 Saldo Awal Kas BLUD Saldo   

51 Akhir Kas BLUD (50+51)   

 
 
 
 

Tabel 7 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

 

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU...(1) 
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BENGKULU 

BLUD SMK NEGERI BENGKULU 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ...(2) 

Untuk Tahun yang Berakhir s.d 31 Desember 20X1 dan 20X0 

   
(Dalam 

Rupiah) 

No. 
(3) 

Uraian 
(4) 

20X1 
(5) 

20X0 
(6) 

1 Ekuitas Awal   

2 Surplus/Defisit-LO   

3 
Dampak Kumulatif Perubahan 
Kebijakan/Kesalahan 

  

 Mendasar:   

4 Koreksi Nilai Persediaan   

5 Selisih Revaluasi Aset Tetap   

6 Lain-lain   

7 Ekuitas Akhir   
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Tabel 8 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 
 

Catatan Atas Laporan Keuangan CaLK-BLUD merupakan komponen 
laporan keuangan yang meliputi penjelasan naratif atau daftar terinci atau 
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi 
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk 
pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi 
yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan 
Akuntansi BLUD serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang 
diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti 
kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. 

 
Format Catatan atas Laporan Keuangan paling kurang memuat: 
A. Penjelasan Umum 

A.1. Dasar Hukum 
A.2. Kebijakan Fiskal/Keuangan dan Ekonomi Makro 
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 
A.4. Kebijakan Akuntansi 

B. Penjelasan Atas Pos-Pos LRA 
B.1. Penjelasan Umum LRA 
B.2. Penjelasan Per Pos LRA 
B.3. Catatan Penting Lainnya 

C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca 
C.1. Penjelasan Umum Neraca 
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 
C.3. Catatan Penting Lainnya 

D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas 
D.1. Ikhtisar Laporan Arus Kas 
D.2. Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas 
D.3. Catatan Penting Lainnya 

E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional 
E.1 Penjelasan Umum LO 
E.2 Penjelasan Per Pos LO 
E.3 Catatan Penting Lainnya 

F. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas 
F.1 Penjelasan Umum 
F.2 Catatan Penting Lainnya 

G. Penjelasan Atas Laporan Perubahan SAL 
G.1 Penjelasan Umum 
G.2 Catatan Penting Lainnya 
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Instansi
Pengelola

No Obyek Tarif Layanan BLUD Satuan Tarif

wit 6;gTi;Fi?;masan 50 Gram
Batik Ecoprint Ukuran 100 cm x 200 cm
Sirup Kalamansi 100 mlRMMi3
r
a

Mm seqar mt ponik
Mam sea;riTa=
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a
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BHkTniiiFii
M) R;i
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a
b
C

d
e

FM>telan
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ZmFeanlB
Fe=FiFEIari;
ma m-Gi;dim

a
b

C

Front OfncaTiFi
Ri;iii==car neck Simulation

Fc od &T
F2

3

4
i[©ve-rife5mM'
(

a
b

e

a
b
C

ma

FF;lamM;;iaF
l@aatmm;;FXFtm

1

E©ffee Shop Trainil
j[T?amanne7t=
Ftmi;ii-gb=
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[Mi]Elqn/ Kursus Komputer

!E–k:iRir-7;iM
[a=Fi{8Mumput

1

1

F2

3

4
5

B

Per Kemasan

Fir7;Friis-aTI
Per Botol
F;riotoT

200 Gr
200 Gr
200 Gr
1 Kt

1 K(

Ekor. Ukuran 6:8–CiTIiain
Bunqkus. 500 Gr

ITciIfF
100 Gr

-iaa-aT

M kus. 500 Gr

-PeFRc

M2
Per Kamar

me <amar

Paket
ma
Paket

Paket
Paket

Per Paket
Per Kegiatan

-PTr Hari
i hertemuan, Per Oranl
l–m=F;ik)ranI
1 Pertemuan. Per Oral

GUBERNUR BENGKULU

Ttd

Ket

20.000
200.000

30.000
5.000

-

5.000
5.000
5.000

30.000
30.000

500
600

30.000
10.000
10.000
10.000
30.000

3.000
5.000

50.000

100.000

10.000
15.000

500.000

500.000
500.000

250.000
250.000
200_OOO

250.000
250.000
250.000

H. HELMI HASAN
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